
WALI KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR L2 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang bahwa untuk penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang efektif dan elisien dan untuk
melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 8 Tahun 2A27 tentang Pembentukan dan

Susunan Perang!<at Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat 1.

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yograkarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2423 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja...
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Kerja Menjadi Undang-Undang (t embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1L4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Talt:urt 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2022 tentang Sistem Ke{a pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O2L teotang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor

119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor

6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor

138);

5
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MEMUTUSKAN:...
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaIi Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakada.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Surakarta.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenalgan Daerah.

6. Dinas adalah Perangfiat Daera]r sebagai unsur

pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi

kewenangan Daerah.

7. ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya

disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis

penunjang tertentu pada Dinas.

10. Unit...
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10. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya

disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang

memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan

baralg milik daerah serta bidang kepegawaial;

11. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya

disingkat UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat

yang memberikan layanan secara profesional;

12. Tujuan Pembangunan Daerah adalah sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu yang termuat dalam rencana pembangunan

daerah baik untuk periode satu tahun, lima tahun dan

dua puluh tahun.

13. Sasaran Pembangunan Daerah adalah rumusan

kondisi yang menggambarkan tercapainya tduan,

berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daera-h

yang diperoleh dari pencapaian outcome program

Perangkat Daerah.

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas

ketentuan Peratural Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

15. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya

disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh

pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga

masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan

serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan

penanganan bencana guna mengurangi dan

memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara

keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat,

kegiatan sosial masyarakat.

16. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata

kerja yang membentuk suatu proses aktivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

17. Mekanisme Kerja ada-lah proses dan cara kerja

organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan

tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan

dalam
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dalam suatu sistem dengan mengedepankan

kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

18. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur

yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan

efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan

kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai

dengan tujuan pendirian organisasi-

BAB II

DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas Daerah terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan;

e. Dinas Sosial;

f. Satuan Polisi Pamong Praja;

g. Dinas Pemadam Kebakaran;

h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

j. Dinas Lingkungan Hidup;

k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

l. Dinas Perhubungan;

m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian;

n. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

Perindustrian;

o. Dinas Tenaga Kerja;

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

s. Dinas...
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s. Dinas Perdagangan; dan

t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(U Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan

bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah

yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(21 Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukal di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar;

d. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal;

f. BidangPengembangan Pendidikan;

h. UPTD;

i. Satuan Pendidikan; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga

Tlrgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

t1) Dinas Pendidikan memiliki tugas melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas Pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait manajemen

pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga

kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan

sastra;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait manajemen pendidikan,

kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,

perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan

tenaga kependidikan, perizinan pendidikan,

bahasa dan sastra;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan

tenaga kependidikan, perizinan pendidikan,

bahasa dan sastra;

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umlrm, serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral2...
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Paragral 2

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 guna pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b dipimpin oleh seor€rng Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

perenc€rna€rn, penganggaran, manajemen resiko,

monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian,

keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan

tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerja

sama pada dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, pengangga-ran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

f. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

lingkup dinas;

penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian lingkup dinas;

penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(U Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional;

l2l Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimat<sud

pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahiian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 10

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat menjrurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, Pengadaan dan

1

J

k

1

penatausahaal. ..
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penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan administrasi keuangan dinas.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. merqrusun dan mengelola jasa surat menSrurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menJrusun dan pembayaran gaji dan tunjangalr

ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

e. menJrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. men)rusurl laporan keuangan

bulanan/triwulananf semesteran dan akhir tahun

dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. men5rusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. men5rusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. menJrusun dan mengelola komponen instalasi

listriklpenerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan d.an perlengkapan kantor;

k. men5rusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perrrndan g-undangan ;

1. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan...
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n.

o

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

menJrusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penJrusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun honzon:tal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

p

q

r

s.

Paragraf 4

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar

Pasal 11

(1) Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar sebagaimana

dimaksud d.alam Pasal 4 huruf c dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar mempunyai

tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengelolaan manqjemen dan peningkatan mutu sekolah

dasar, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar, serta pengelolaan sarana dan prasarana

sekolah dasar.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan

pendidikan sekolah dasar;

b. penyelenggaraan...
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b penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksalaan tugas terkait pengelolaan pendidikan

sekolah dasar;

fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana

prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah

dasar;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar terdiri atas:

a. Seksi Manajemen dal Peningkatan Mutu Sekolah

Dasar;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Dasar; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional;

l2l Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar.

Pasal 14

(1) Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah

Dasar mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait penyelenggara€rn proses belajar

mengajar, peningkatan kualitas satuan pendidikan dan

pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan

sekolah dasar.

C

d

e

f

(2) Dalam...



(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu

Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan proses belajar mengajar

dan ujian peserta didik sekolah dasar;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan

dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan

dasar;

c. melaksanakan penyediaan biaya personil peserta

didik sekolah dasar;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan

kelembagaan dan manajemen sekolah dasar;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

pengelolaan dana BOS dan peningkatan kapasitas

pengelola dana BOS sekolah dasar;

f. melaksanakan penerimaan peserta didik baru

sekolah dasar;

g. melaksanakan konsultasi dal koordinasi baik

vertikal maupun horizonta-l guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas ;

h. mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan;

i. melaksanakan pembinaan minat, bakat,

kreatifitas dan prestasi siswa Pendidikan dasar

sekolah dasar; dan

j. melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh

pimpinal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(U Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Dasar mempunyai tugas melakukan pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi terkait penyediaan dan

pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan pada

satuan pendidikan sekolah dasar.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan...

-13-
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a melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga

kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah

dasar;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga

kependidikan sekolah dasar;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksalaan tugas; dan

mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

Pasal 16

(U Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakar daerah

terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu

Sekolah Menenga-h Pertama, pengelolaan Pendidik dan

tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, serta

pengelolan sarana dan prasarana Sekolah Menengah

Pertama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2), Bidang Pendidikan Dasar Sekolah

Menengah Pertama mempunyai fungsi:

b

C

d

e

f.

a. penyelenggaraan...
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a. penyelenggaran kebijakan teknis terkait pengelolaan

pendidikan sekolah menengah pertama;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaal pendidikan sekolah menengah pertama;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan

sekolah menengah pertama;

d. fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana

prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah

menengah Pertama;

e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinYa.

Pasal 18

(U Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

terdiri atas:

a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah

Menengah Pertama;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Menengah Pertama;

c. KelomPok Jabatan Fungsional'

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada KePala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pendidikan Dasar Sekolah

Menengah Pertama.

Pasal 19

(1) Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah

Menengah Pertama mempunyai tugas pelaksanaan'

monitoring...
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(1) Seksi Pendidik dan

Menengah Pertama

Pasal 20

Tenaga Kependidikan Sekolah

mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan...

monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan proses

belajar mengajar, peningkatan kualitas satuan

pendidikan dan pengelolaan dana pendidikan pada

satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu

Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan proses belajar mengajar

dan ujian peserta didik sekolah menengah

pertama;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan

dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan

dasar;

c. melaksanakan penyediaan biaya personil peserta

didik sekolah menengah pertama;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan

kelembagaan dan manajemen sekolah menengah

pertama;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

pengelolaan dala BOS dan peningkatan kapasitas

pengelola dana BOS Sekolah Menengah Pertama;

f. melaksanakan penerimaan peserta didik baru

sekolah menengah pertama;

g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas ;

h. melaksanakan pembinaan minat, bakat,

kreatilitas dan prestasi siswa Pendidikan dasar

sekolah menengah pertama;

i. mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



-t7-

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

penyediaan dan pengembangan pendidik dan tenaga

kependidikaa pada satuan pendidikan Sekolah

Menengah Pertama.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan

Sekolah Menengah Pertama;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

pengembangan karir bagi Pendidik dan tenaga

kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun lroriznntal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal

Pasal 21

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan

peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal, pengelolaan pendidik dan

tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan...
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Pendidikan Nonformal, serta pengelolaan sarana dan

prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal.

PasaJ22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2l ayat (21, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaal

pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

d. fasilitasi penyediaan dan pengembangan pendidik dan

tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal, terdiri atas :

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Seksi Pendidikan Nonformal; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok.'.
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(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal.

Pasal 24

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
penyelenggaraurn proses belajar mengajar, peningkatal

kualitas satuan pendidikan, pengelolaan dana

pendidikan, penyediaan dan pemeliharaan sarana

prasar€rna pendidikan pada satuan pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima-ksud

pada ayat (1), Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan

proses belajar mengajar dan ujian peserta didik
PAUD;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan

dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan

PAUD;

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan

kelembagaan dan manajemen PAUD;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
pengelolaan dana BOP PAUD;

e. melaksanakan koordinasi, perencanaan, supervisi

dan evaluasi, serta bimbingan teknis peningkatan

kapasitas di Bidang Pendidikan;

f. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan

di bidang Pendidikan;

g. melaksanakan pembangunan Gedung/ruang

keias/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas
sekolah pada satuan pendidikan PAUD;

h. melaksanakan rehabilitasi sedang/berat

gedung/ruang kelas/ ruang guru, serta sarana,

prasarana...
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prasarana dan utilitas sekolah pada satuan

pendidikan PAUD;

i. melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang

kelas/ ruang guru, serta sarana, prasarana dan

utilitas sekolah pada satuan pendidikan PAUD;

j. melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah

tangga sekolah, perlengkapan sekolah, alat praltik
dan peraga siswa, serta perlengkapan siswa pada

satuan pendidikan PAUD;

k. melaksanakan penyediaan biaya personil peserta

didiK PAUD;

l. melaksanal<an konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun honznntal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas ;

m. mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Pendidikan Nonformal mempunyai tugas

melakukan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

terkait penyelenggaraan proses belajar mengajar,

peningkatan kualitas satuan pendidikan, pengelolaan

dana pendidikan, penyediaan dan pemeliharaan sarana

prasarana pendidikan pada satuan pendidikan

Pendidikan Nonformal.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pendidikan Nonformal mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan

proses belajar mengajar dan ujian peserta didik

Pendidikan Nonformal;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan

dal tindal< laljut evaluasi satuan Pendidikan

Nonformal;

c. melaksanakan...
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Paragral 7

Bidang Pengembangan Pendidikan

Pasal 26

(1) Bidang Pengembangan Pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang...

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan

kelembagaan dan sekolah Nonformal;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

pengelolaan dana BOP sekolah Nonformal;

e. melaksanakan pembangunan Gedung/ruang

kelas/ruang guru sarana, prasarana dan utilitas

sekolah pada satuan Pendidikan Nonformal;

f. meiaksanakan rehabilitasi sedang/berat

gedung/ruang kelas/ rualg guru, serta sarana,

pras€rrana dan utilitas sekolah pada satuan

Pendidikan Nonformal;

g. melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang

kelas/ruang guru, serta sarana, prasarana dan

utilitas sekolah pada satuan satuan Pendidikan

Nonformal;

h. melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah

tangga sekolah, perlengkapan sekolah, alat praktik

dan peraga siswa pada satuan Pendidikan

Nonformal;

i. melaksanakan penyediaal biaya personil peserta

didik satuan Pendidikan Nonformal;

j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas ;

k. mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(21 Bidang Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengembangan kurikulum dan perizinan, pemerataan

pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan

Bahasa dan sastra.

Pasal2T

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (2), Bidang Pengembangan Pendidikan

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait

pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah,

penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian,

pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang

pendidikan, pemerataa-n pendidik dan tenaga

kependidikan;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah,

penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian,

pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang

pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga

kependidikan;

c. penyelenggaraal monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengembangan kurikulum,
bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi

teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas

peitzinarr bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan

tenaga kependidikan;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(U Bidang Pengembangan Pendidikan, terdiri atas:

a. Seksi...
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a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan

Pengendalian P er izinan;

b. Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan; dal
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pengembangan Pendidikan.

Pasal 29

(1) Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian

Perizinan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi terkait pengembangan

kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan

pendidikan Nonformal, serta pengendalian perizinan

Pendidikan pembinaan, pengembangan dan

perlindungan bahasa dan sastra daerah.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kurikulum dan

Pengendalian Perizinan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan kompetensi dasar

muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan

pendidikan Nonformal;

b. melaksanakan pen5rusunan silabus muatan lokal

pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan

Nonformal;

c. melaksanakan penyediaan buku teks pelqiaran

muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan

pendidikan Nonformal;

d. melaksanakan pelatihan penJrusunan kurikulum

muatan loka1 pendidikan dasar;

e. melaksanakan
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e. melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan

pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan

Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;

t melaksanakan pengendalian dan pengawasan

perizinan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan

Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat ;

g. melaksanakan pen5rusLrnan kamus bahasa

daerah, serta modul dan bahan ajar bahasa

daerah;

h. melaksanakan vitalitas, konservasi dan

revitalisasi, serta publikasi bahasa dan sastra

daerah;

i. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian

buku cerita ralryat daerah penunjang literasi;

j. melaksanakan penghargaan tokoh kebahasaan

dan kesastraan daerah, dan peningkatan apresiasi

siswa terhadap bahasa dan sastra daerah;

k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas;

1. mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait pemerataan kuantitas dan kualitas

pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan

pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan Nonformal.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat {1), Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan
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kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD,

dan pendidikan Nonformal;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan

pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

bagr satuan pendidikan dasar, PAUD, dan

pendidikan Nonformal;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas ;

mengendalikan, memeriksa dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c

d

e

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 31

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan

bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daera-h

yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(21 Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

e. Bidang...
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e. Bidalg Pelayanan Kesehatan;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

C. UPTD;

h. UOBK;

i. UOBF; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Tugas dan Pungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

(1) Dinas Kesehatan memiliki tugas melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dal tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait pelayanan

kesehatan, sumber daya kesehatan, kesehatan

masyarakat serta pencegahal dan pengendalian

penyakit;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait pelayanan kesehatan,

sumber daya kesehatan, kesehatan masyarakat

serta pencegahan dan pengendalian penyakiU

c. pembinaan dan pelalsanaan tugas terkait
pelayanal kesehatan, sumber daya kesehatan,

kesehatan masyarakat serta pencegahan dan

pengendalian penyakit;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatal,

kesehatan masyarakat serta pencegahan dan

pengendalian penyakit;

e. pelaksanaan...
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pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2

Kepala Dinas

Pasal 34

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf

a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 33 guna pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Pargraf 3

Sekretariat

Pasal 35

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggar€m, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraanadministrasi keuangan dinas;

e

f.

c. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;

penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaal pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

d

e

f.

h

1

J

k
I

m

Pasal 38 ...

Pasal 37

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum;

b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.
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Pasal 38

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat menfrrat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, serta

pengelolaan administrasi keuangan dinas serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

(21 Dalam melaksaaakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menJrurat;

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

d. melaksanakan penatausatraan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

e. menJrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. menyusun laporan keuangan

bulanan/triwulanan/ semesteran dan akhir tahun

dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tatggapan

pemeriksaan;

h. menJrusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. meny'usun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menlrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakal...
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cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. men5rusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

penga.manErn, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penJrusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakanperencanaanpengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

y. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 39. . .



Pasal 39

(1) Subbagran Perencanaan dan Penganggaran mempunyai

tugas pelaksanlaarr., monitoring dan evaluasi terkait

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. men1rusun dokumen perencanaan dinas;

b. men5rusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan

RKA-dinas;

c. men5rusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

d. men),usun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. menJrusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan

kausal/fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dal model;

j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menJrusun perencana€rn program dan kegiatan

lintas bidang;

1. menyusun perencanaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. menJrusun rancangan rencana anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan anggaran dengan

mitra legislatif;

o. melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup

dinas;

p. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan...

-31 -
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 40

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepa1a Dinas.

(21 Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi dan advokasi

kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan melalui

pendekatan keluarga, dan pemberdayaan kesehatan

masyarakat, serta kemitraan bidang kesehatan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayaf (21, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebiiakan teknis terkait kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi dan advokasi

kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan melalui

pendekatan keluarga, dan pemberdayaan kesehatan

masyarakat, serta kemitraan bidang kesehatan;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan

advokasi kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan

melalui pendekatan keluarga, dan pemberdayaan

kesehatan masyarakat, serta kemitraan bidang

kesehatan;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi dan advokasi kesehatan,

pengelolaan pelayanan kesehatan melalui pendekatan

q

keluarga..
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keluarga, dal pemberdayaan kesehatan masyarakat,

serta kemitraan bidang kesehatan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

e

Pasal 42

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas darr

fungsi di bidang Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 43

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

sebagaimala dimaksud dalam Pasal 32 huruf d

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular, Penyakit Tida-k Menutar, Kesehatan Jiwa,

Surveilans Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB),

Kesehatan Matra, Kesehatan Lingkungan, Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3), dan Kesehatan Olahraga.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (21, Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak

Menuiar...
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Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans Kesehatal dan

Kejadian Luar Biasa (KlB), Kesehatan Matra, Kesehatan

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),

dan Kesehatan Olahraga;

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,

Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans

Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB), Kesehatan

Matra, Kesehatan Lingkungan, Keselamatan dan

Kesehatan Ke{a (K3) dan Kesehatan Olahraga;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak

Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans Kesehatan dan

Kejadian Luar Biasa (KLB), Kesehatal Matra,

Kesehatan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3), Kesehatan Olahraga;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dal
pelaksanaan tugas lain yang diberikal oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

c

d

e

Pasal 45

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas

kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas

sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit.

Paragraf 6

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 46

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimala dimaksud

dalam Pasal 32 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang...
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Bidarg yang berkedudukan di bawah dan bertalggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan

kesehatan dasar, rujukan dan fasilitas kesehatan

penunjang, kesehatan tradisional, pencegahan dan

pengendalian infeksi (PPI) serta keselamatan pasien di
fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu dan

perizinan bidang kesehatan serta pelayalan jaminan

kesehatan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (21, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelayanan

kesehatan dasar, rujukan dan fasilitas kesehatan

penunjang, kesehatan tradisional, pencegahan dan
pengendalian infeksi (PPI) serta keselamatan pasien di
fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu dan
perizinan bidang kesehatan serta pelayanan jaminan

kesehatan;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan fasilitas
kesehatan penunjang, kesehatan tradisional,
pencegahan dan pengendalian infeksi (PP! serta

keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan,
peningkatan mutu dan perizinan bidang kesehatan

serta pelayanan jaminan kesehatan;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pelayanan kesehatan dasar,

rujukan dan fasilitas kesehatan penunjang, kesehatan

tradisional, pencegahan dan pengendalian infeksi (ppl)

serta keselamatan pasien di fasilitas pelayanan

kesehatan, peningkatan mutu dan perizinan bidang

kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan;

d. pelaksanaan...
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 48

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Pelayanan Kesehatan.

Paragral 7

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 49

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{21 Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait sumber

daya manusia kesehatan, pengembangan inovasi,

kefarmasial, perbekalan kesehatan dan makanan

minuman, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

dan sistem informasi kesehatan serta pengelolaan data.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2l., Bidang Sumber Daya Kesehatan

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakal teknis terkait sumber daya

manusia kesehatan, pengembangan inovasi,

kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan

minuman, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

dan sistem informasi kesehatan serta pengelolaan data;

e

b. penyelenggaraan...



b penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait sumber

daya manusia kesehatan, pengembangan inovasi,

kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan

minuman, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

dan sistem informasi kesehatan serta pengelolaan data;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait sumber daya manusia

kesehatan, pengembangan inovasi, kefarmasian,

perbekalan kesehatan dan makanan minuman,

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sistem

informasi kesehatan serta pengelolaan data;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizonta,l guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 51

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksalakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan

fungsi di bidang Sumber Daya Kesehatan.

BAB V

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagial Kesatu

Kedudukan

Pasal 52

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

merupakan unsur pelalsana umsan bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan

daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang.

l2l Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di

d

e

bawah...
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bawah dar bertanggung jawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Bina Marga;

d. Bidang Sumber Daya Air;

e. Bidang Cipta Karya;

f. Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan

Lingkungan;

C. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki
tugas melaksanal<an urusan pemerintahan bidang

pekedaan umurn dan penataan mang yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l), Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait sumber daya air
(SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan

gedung...
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gedung; penataan bangunan dan lingkungannya,

jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait sumber daya air (SDA),

air minum, air limbah, drainase, bangunan

gedung, penataan bangunan dan lingkungannya,

jalan, jasa konstruksi, dan penataan **g;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait sumber

daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase,

bangunan gedung; penataan bangunan dan

lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan

penataan **g;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

sumber daya air (SDA), air minum, air limbah,

drainase, bangunan gedung; penataan bangunan

dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan

penataan rarang;

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 55

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf
a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 guna pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3...
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Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 56

(1) Sekretariat sebagiamana dimaksud dalam Pasal 53

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencana€rn, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangal dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraal administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

g. penyelenggaraal penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas;

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaal dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraan...
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k penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

I

m

Pasal 58

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan

Organisasi;

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Jabatan Fungsional lainnya,

(21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 59

(1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata laksana

dinas, surat men]'urat, pengelolaan arsip, pengelolaan

sarana prasarana dinas, pengelolaan administrasi

kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatausahaan barang milik daerah pada dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi, Kepegawaian

dan Organisasi. mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis struktur lkelembagaan/
tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk
instansi pemerintah;

b. menl'usun...
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b. men)'usun pedoman dan petunjuk teknis,

ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan

hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembalgan

pelayanan publik;

d. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;

e. melaksanalan penyiapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

f. menyusun data dan pengelolaan administrasi

kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penJ rsunan kebutuhan ASN;

i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,

rencana redistritrusi pegawai atau proyeksi

kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta

jabatan ASN;

j. mer5rusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan ASN;

1. menl'usun rencana pengembangan individu

pegawai (indiuidual deuelopment planl ;

m. menyusun peta strategi {strategy mapl unit
kerja/ organisasi/ instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;

o. men3rusun dan mengelola jasa surat menyurat;

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

p. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

q. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

r. menyusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kaltor;
s. menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan
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cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

t. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

u. melaksalakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dal fasilitasi

kunjungan tamu;

v. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahal bertrasis elektronik pada dinas;

w. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

x. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penJrusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

y. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

z. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontaT guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6O

(U Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

perencana€rn, pengangga"ran, evaluasi kinerja, serta

pengelolaan administrasi keuangan dinas, dan

administrasi pendapatan daerah kewenangal dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dokumen perencanaan dinas;

b. menyusun dokumen RKA-dinas dan perubahan

RKA- dinas;

c. men5rusun DPA- dinas dan perubahan DPA- dinas;

d. menJrusun laporan dan evaluasi kinefa dinas;

e. memformulasikan...
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e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. men1rusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. men5rusun alternatif dan model hubungan

kausal/fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;

j. menJrusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. men5rusun perencanaan program dan kegiatan

lintas bidang;

1. men)rusun perencanaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. menJrusun rancangan rencarta anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan anggaran dengan

mitra legislatif;

o. melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencurna pembangunan pada lingkup

dinas;

p. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi

daerah;

q. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penJrusunan kebijakan

retribusi daerah;

r. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

s. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

t. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

u. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

v. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

w. menJrusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

x. melaksanakan...
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melaksanakan Penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

menyusun laporan keuangan

bulanan/ triwulanan/ semesteran dan akhir tahun

dinas;

melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

menJrusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Bina Marga

Pasal 61

(1) Bidang Bina Marga sebagiamana dimaksud dalam Pasal

53 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Bina Marga mempunyai tugas

menyelenggarakal kebijakan daerah terkait

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 1 ayat (21, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraal kebijakan teknis terkait

penyelenggaraan jalan kewenangan kota, teknik jalan

dan jembatan;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penyelenggaraan jalan kewenangan kota, teknik jalan

dan jembatan;

c. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan jalan

kewenangan kota, teknik jalan, dan jembatan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 63

Bidang Bina Marga terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilal

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Bina Marga.

Paragraf 5

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 64

(1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{21 Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengelolaan drainase dan sumber daya air.

Pasa1 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 ayat (21, Bidang Sumber Daya Air mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraar kebijakan teknis terkait pengelolaan

dan pengembangan sistem drainase yang terhubung

langsung dengan sungai dalam daerah

kabupaten/kota, dan pengelolaan sumber daya air
(SDA);

b. penyelenggaraan. . .
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b

C

d

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dan

pengelolaan SDA;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan dan

pengembangan sistem drainase, dan pengelolaan SDA;

pelaksalaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yalg diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

e

Pasal 66

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Sumber Daya Air.

Paragraf 6

Bidang Cipta Karya

Pasal 67

(1) Bidang Cipta karya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Cipta karya mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait air minum
dan air limbah domestik, dan penyelenggaraan

bangunan gedung, serta pengembangan jasa

konstruksi.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (21, Bidang Cipta kar5ra mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraal kebijakan teknis terkait pengelolaan

dan pengembangan air minum dan air limbah,

penyelenggaraan...
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penyelenggaraan bangunan gedung, dan

pengembangan j asa konstruksi;

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan dan pengembangan air minum dan air

limbah, penyelenggaraan bangunan gedung, dan

pengembangan j asa konstruksi;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan dan

pengembangan air minum dan air limbah,

penyelenggaraan bangunan gedung, dan

pengembangan jasa konstruksi;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 69

Bidang Cipta Karya terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjarg tugas dan fungsi di bidang

Cipta Karya.

Paragra! 7

Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan

dan Lingkungan

Pasal 70

(1) Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan

Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{21 Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan

Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait penataan ruang, dan penataan

bangunal dan lingkungannya.

C

d

e

Pasal 7 1 ...
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Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat {21, Bidang Penataan Ruang, Penataan

Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penetapan

rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci

tata ruang (RRTR), penyelenggaraan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang daerah, pengendalian pemanfaatan ruang

daerah, serta penataan bangunan dan lingkungannya;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan

rencana rinci tata ruang TRRTR), penyelenggaraan

koordinasi dan sinkronisasi perencana.an tata ruang,

pemanfaatan ruang daerah, pengendalian pemanfaatan

ruang daerah, serta penataan bangunan dan

lingkungannya;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penetapan rencana tata

ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang

(RRTR), penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaart tata ruang, pemanfaatan ruang daerah,

pengendalian pemanfaatan ruang daerah, serta

penataan bangunan dan lingkungzrnnya;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 72

Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan

Lingkungan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang

melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau keahlian

sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang Penataan

Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan.

BAB VI.
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BAB VI

DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SERTA PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 73

(1) Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan

perumahan ralryat dan kawasan permukiman serta

pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan, dan Kawasan

Permukiman serta Pertanahan.

(21 Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan Organisasi Dinas Perumahan,

Permukiman serta Pertanahan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perumahan;

d. Bidang Kawasan Permukiman;

e. Bidang Pertanahan;

f. UPTD; dan

g. kelompok Jabatan Fungsional.

dan Kawasan

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

(1) Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta

Pertana-han memiliki tugas melaksanakan urusan

pemerintahan bidang perumahan dan kawasan

permukiman serta urusan pemerintahan bidang

pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perumahan, dan

Kawasan Permukiman serta Pertanahan mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait perumahan,

kawasan permukiman, perumalran dan kawasan

permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan

utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi,

klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan

kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah

garapan, ganti kerugian dan santunan tanah

untuk pembangun€rn, serta penatagunaan dan

pengelolaan tanah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait perumahan, kawasan

permukiman, perumahan dan kawasan

permukiman kumuh, prasar€rna, sarana, dan

utilitas umum (PSU), sertilikasi, kualifikasi,

klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan

kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah

garaparl, ganti kerugian dan santunan tanah

untuk pembangunan, subyek dan obyek

reditribusi. ..
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redistribusi tanah, serta penatagunaan dan

pengelolaan tanah;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

perumahan, kawasan permukiman, perumahan

dan kawasan permukiman kumuh, prasarana,

sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi,

kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang

perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi,

sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan

santunan tanah untuk pembangunan, serta

penatagunaan dan pengelolaan tanah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
perumahan, kawasan permukiman, pemmahan

dan kawasan permukiman kumuh, pras€rrErna,

sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifftasi,
kualifikasi, klasilikasi, dan registrasi bidang

perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi,

sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan

santunan tanah untuk pembangunan, serta

penatagunaan dan pengelolaan tanah;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perenc€rnaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaIi

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 76

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf
a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 guna pencapaian tujuan dan

sasar€rn pembangunan daerah.

C

d

e

f

Paragraf 3...
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Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 77

(U Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

huruf b dipimpin oleh seor€rng Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perenc€rnazrn, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasil 77 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencana€rn, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraan...
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k. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

1. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 79

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum;

b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

{21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 80

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat men5rurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, penatatausahaan barang milik

daerah pada dinas, pengelolaan administrasi keuangan

dinas serta administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. men5rusun dan mengelola jasa surat men5rurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan
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melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

melaksanakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

menyusun dal pelaksanaan akuntansi dinas;

men5rusun laporan keuangan bulanan/ triwulanan

/semesteran dan alhir tahun dinas;

melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

menJrusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

menJmsun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

men5rusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaal dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

menJrusun perencanaan kebutuhan, pengarnanan,

penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik
daerah pada dinas;

melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

1

J
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r. melaksanakan...
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r. melaksanakanperenca.na€ux pengelolaanretribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembarlgan

retribusi daerah, serta pen5rusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan pen5ruluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

y. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 81

(U Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (U, Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. men3rusun dokumen perencanaan dinas;

b. menJrusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan

RKA-dinas;

c. men5rusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

d. menJrusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. men5rusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangur:;arr;

h. men5rusun...
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h. menJrusun alternatif dan model hubungan

kausal/fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;

j. menl'usun perencanaan kebijakan strategis jalgka
pendek pada lingkup dinas;

k. menlrusun perenczrnaan program dan kegiatan

lintas bidang;

l. menlrrsun perencanaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. menJrusun ranc€rng€rn rencana anggaran dan

pernbiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan anggaran dengan

mitra legislatif;

o. melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup

dinas.

p. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perumahan

Pasal 82

(1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud da,lam

Pasal 74 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perumahan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pendataan

dan perencanaan perumahan, rumah umum dan

rumah khusus, dan pembalgunan, rehabilitasi rumah.

Pasal 83...
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Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (21, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pendataan

penyediaan dan rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan

penyediaal dan rehabilitasi, pembangunan dan

rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima rumah

bagr korban bencana atau relokasi program,

pencegahan perumahan dan kawasan permukiman

kumuh di Daerah, pembinaan pengelolaan rumah

susun umum dan/ atau rumah khusus, pengendalian,

pengawasan dan evaluasi atas perizinan pembangunan

dan pengembangan pemmahan, penerbitan sertifikat

kepemilikan bangunan gedung (SKBG) serta sertifikasi

dan registrasi bagi orang atau badal hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah

serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pendataan penyediaan dan rehabilitasi, sosialisasi dan

persiapan penyediaan dan rehabilitasi, pembangunan

dan rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima

rumah bagi korban bencana atau relokasi program,

pencegahan perumahan dan kawasan permukiman

kumuh di Daerah, pembinaan pengelolaan rumah

susun umum dan/ataw rumah khusus, pengendalian,

pengawasan dal evaluasi atas perizinan pembangunan

dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat

kepemilikan bangunan gedung (SKBG) serta sertilikasi

dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan perarlcangan dan perencanaan rumah

serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pendataan penyediaan dan

rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan

rehabilitasi, pembangunan dan rehabilitasi,

pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban

bencana atau relokasi program, pencegahan

perumahan..-
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perumahan dan kawasan permukiman kumuh di

Daerah, pembinaan pengelolaan rumah susun umum

dan/atau rumah khusus, pengendalian, pengawasan

dan evaluasi atas perizinan pembangunan dan

pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat

kepemilikan bangunan gedung (SKBG) serta sertilikasi

dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah

serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun h.or.tzontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 84

Bidang Perumahan terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Perumahan.

Paragraf 5

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 85

(1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait koordinasi

penerbitan izir: pembangunan dan pengembangan

Kawasan permukiman, penataan dan peningkatan

kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di

bawah 10 (sepuluh) ha, serta penyelenggaraa,n urusan

Prasarana dan Utilitas Umum (PSUI perumahan.

Pasal 86...
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Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85 ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait koordinasi

penerbitan izin pembangunan dan pengembangal

Kawasan permukiman, penataan dan peningkatan

kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di

bawah 1O (sepuluh) ha, serta penyelenggaraan urusan

Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

koordinasi penerbitan izin pembangunan dan

pengembangan Kawasan permukiman, penataan dan

peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh

dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, serta

penyelenggaraan urusan Prasarana dan Utilitas Umum

(PSU) perumahan;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait koordinasi penerbitan izin
pembangunan dal pengembangan Kawasan

permukiman, penataan dan peningkatan kualitas

Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10

(sepuluh) ha, serta penyelenggaraan urusan Prasarana

dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 87

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas kelompok Jabatan
F\rngsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebaqai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Kawasan Permukiman.

Paragaf 5...
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Paragraf 5

Bidang Pertanahan

Pasal 88

(1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{2) Bidang Pertanahan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pemberian

izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan,

penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan, serta penatagunaan dan pengelolaan

tanah.

dan

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 ayat (21, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait
penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pemberian

izin lokasi dalam I (satu) daera_h, penyelesaian sengketa

tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah

ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembaagunan oleh pemerintah daerah, serta
penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu
daerah;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
pemberian tzin lokasi dalam 1 (satu) daerah,
penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah,

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah,

serta penggunaan tanah yang hamparannya da,lam satu
daerah;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pemberian izin lokasi da_lam

1 (satu) daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan

dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian
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dan santunan talah untuk pembangunan oleh

pemerintah daerah, penggunaan tanah yang

hamparannya dalam satu daerah, serta fasilitasi

penggunaan tanah;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

e

Pasal 9O

Bidang Pertanahan terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Pertanahan.

BAB VII

DINAS SOSIAL

Bagran Kesatu

Kedudukan

Pasal 91

(U Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan

bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas sosial.

(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 92

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang...
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c. Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan,

Penanganan Bencana;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

dan

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf I
Umum

Pasal 93

(1) Dinas Sosial memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait pemberdayaan

sosial, penanganan warga migran korban tindak
kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan
jaminan sosial, penanganan bencana,

pemeliharaan taman makam pahlawan.

b. penyelenggaraan urusErn pemerintahan dan

pelayanan umum terkait pemberdayaan sosial,

penanganan warga migran korban tindak
kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan
jaminan sosial, penanganan bencana,

pemeliharaan taman makam pahlawan.

c. pembinaal dan pelaksanaan tugas terkait
pemberdayaan sosial, pen€rnganan warga migran

korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial,

perlindungan dan jaminan sosial, penanganan

bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan.

d. pemantauan...
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d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
pemberdayaan sosial, penanganan warga migran

korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial,

perlindungan dan jaminan sosial, penanganan

bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan;

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 94

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf
a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 93 guna pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 95

(U Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaarl, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan

kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,

kehumasan dan kerja sama.

Pasal 96...
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Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95 ayat (2\, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasikeuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

h. menJrusun dokumen perencanaan dinas;

i. men5,'usun dokumen RKA dinas dan perubahan RKA

dinas;

j. meny'usun DPA dinas dan perubahan DPA dinas;

k. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

l. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

m. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

n. penyelenggaraan pengembangal kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengeloiaan

kepegawaian;

o. penyelenggaraal kehumasan dan kerja sama;

p. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 97

(1) S ekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian...
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a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

{21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 98

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. men)'usun dan mengelola jasa surat men]nrat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaal arsip dinamis pada

dinas;

c. men5rusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

e. menyusun dan pelaksanaal akuntansi dinas;

f. menyusun laporan keuangan bulanan/ triwulanan

/ semesteran dan akhir tahun dinas;

C. melaksanakal pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. menyusun...
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h. menlrusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. menyusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/peneralgan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahal bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

1. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. menJrusun perencana€rn kebutuhan, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penJrusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta pen5rusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyrluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan...
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melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusl

daerah;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Z

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan

Penanganan Bencana

Pasal 99

(U Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan

Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan

Penanganan Bencala mempunyai tugas

menyelenggarakan kebljakan daerah terkait

pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam

pahlawan dan penanganal bencana.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 ayat (2l', Bidang Pemberdayaan Sosia-l,

Kepahlawanan, dan Penanganan Bencana mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait Pengumpulan

Sumbangan dalam Daerah, Pengembangan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah, Pemeliharaan

Taman Makam Pahlawan Nasional, serta Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah,

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Daerah...
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Daerah, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Nasional, serta Perlindungan Sosial Korban Bencana

Alam dan Sosial;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait Pengumpulan Sumbangan

dalam Daerah, Pengembangan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial Daerah, Pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan Nasional, serta Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam dan Sosial;

pelaksanaal konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

d

e

Pasal 101

Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan

Penanganan Bencana terdiri atas kelompok Jabatan
Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan
atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan penanganan

Bencana.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 1O2

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar, serta gelandangan pengemis, dan
rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan

NAPZA,..



NAPZA di luar panti sosial, serta penanganan warga

negara migran korban tindak kekerasan.

Pasal 1O3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102 ayat (21, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis rehabilitasi sosial

dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,

lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di

luar panti sosial, serta rehabilitasi sosial penyandang

masalah kesejahteraan sosia-l (PMKS) lainnya bukal
korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial, serta

fasilitasi pemulangan warga negara migran korban

tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kota

Surakarta untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta

gelandangan pengemis di luar panti sosial, serta

rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan

NAPZA di luar panti sosial serta fasilitasi pemulangan

warga nega.ra migran korbal tindak kekerasan dari titik
debarkasi di daerah Kota Surakarta untuk dipulangkan

ke desa/ kelurahan asal;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaal tugas terkait rehabilitasi sosial dasar

penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut

usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti

sosial, serta rehabilitasi sosial penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) Iainnya bukan korban

HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial serta fasilitasi

pemulangan warga negara migran korban tindak

kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kota Surakarta

untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

d. pelaksanaan...

-70-
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 104

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 6

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 105

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92 huruf e dipimpin oleh

seorzrng Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pendataan dan pengelolaan data kemiskinan,
penyelenggaraan jaminan sosial, penanganan fakir
miskin dan pemeliharaan anak-anak terlantar serta
perlindungan sosial.

Pasal 1O6

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 ayat (21, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan

data fakir miskin dan pemeliharaan anak-anak

terlantar serta perlindungan sosial;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan data fakir miskin, dan pemeliharaan anak-

anak terlantar serta perlindungan sosial;

c. penyelenggaraan...
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Pasal 107

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas

kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas

sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB VIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 108

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur

pelaksana urusan bidang ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindung€rn masyarakat sub urusan

ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi

kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja.

(21 Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua...

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan data fakir

miskin dan pemeliharaan anak-anak terlantar serta

perlindungan sosial;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 109

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan

Ketertibal Umum;

d. BidangPenegakan Perundang-undangan Daerah;

e. Bidang Pelindungan Masyarakat;

f. UPTD; darr

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

T1rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 110

(1) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas

melalsanakan urllsan pemerintahan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. pembinaan...

- /J -



-74-

C pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

pelalsanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dal kepegawaian; dal
pelaksanaar fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d

e

f.

Paragral 2

Kepala Dinas

Pasal 111

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109

huruf a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 112

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109

huruf b dipimpin oleh seor€rng Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Satuan.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan

kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,

kehumasan dan keq'a sama.

Pasal 113...
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Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 112 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perenc€rnaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasikeuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

f. penyelengg€raErn penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

i. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

j. penyelenggara€rn kehumasan dan kerja sama;

k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 114

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum;

b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;

c. Subbagial Kepegawaian dal Organisasi; dan

d. Jabatan Fungsional Lainnya.

(21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Kelompok...
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(3) Kelompok Jabatal Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 115

(1) Subb"gan Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaal surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan administrasi keuangan dinas.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat menJrurat;

jasa komunikasi, sumber daya air dal listrik; jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakal penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menJrusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan dinas;

e. menJrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. menl'usun lapor€rn keuangan

bulanan/ triwulanan/ semesteran dan akhir tahun
dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. menJrusun pelaporal dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

J. menjrusun...
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j. menyusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. men5rusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan ;

1. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapal sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. men)'usun perencana€rn kebutuhal, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penyusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 116

(i) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kineq'a.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (i), Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan dinas;

b. menyusun...
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b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan

RKA-dinas;

c. menJrusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

d. menJrusun laporal dan evaluasi kineda dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaal pembangunan;

g. menJrusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. menyusun alternatif dal model hubungan

kausal/fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;

j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan

lintas bidang;

l. menyusun perenc€rnaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. menyusun rancangan rencana anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasErn anggar€rn dengan

mitra legislatif;

o. melakukan pengendalian dal eva-luasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;
p. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizonta_l guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 117

(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan

administrasi kepegawaian.

(2) Dafam..
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(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai uraian tugas:

a. Mendiagnosis struktur/ kelembagaan/

tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk
instansi pemerintah;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis,

ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan

hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembalgan

pelayanan publik;

d. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

f. menyusun data dan pengelolaan administrasi

kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses pen5rusunan kebutuhan ASN;

i. meny.rsun analisis jabatan, analisis beban keda,

rencana redistribusi pegawai atau proyeksi

kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta

jabatan ASN;

j. menJrusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan ASN;

1. menyusun rencarla pengembangan individu
pegawai (indiviual deuelopment planl;

m. men5rusun peta strategi (strategg mopl unit
kerja/ organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;

o. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4...
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Paragraf 4

Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

Pasal 118

(1) Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

109 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Satuan.

(21 Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait penangtrnan gangguan,

ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118 ayat (21, Bidang Penanganan Ganggual

Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebljakan teknis terkait penangan€rn

gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait
penangzrnan gangguan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penangatran gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horiz,ontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 120

(1) Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan

Ketertiban Umum, terdiri atas:

a. Seksi...
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a. Seksi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum;

b. Seksi Penindakan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau kea-hlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Penanganan Gangguan

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Pasal 121

(1) Seksi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum mempunyai tugas terkait
pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban

umum.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pencegahan Gangguan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai

uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pencegahan gangguan, deteksi dini dal cegah dini
ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan

dan penyuluhan, pelaksanaan patroli,

pengamanan, dan pengawalan;

b. melaksanakan deteksi dini dan cegah dini
ketenteraman dan ketertiban umum;

c. melaksanakan pembinaan dan peny'uluhan

ketenteraman dan ketertiban umum;

d. melaksanakan patroli, pengErmanan, dan
pengawalan;

e. melaksanakan...
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melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum serta

pelindungan masyarakat;

melaksanakan kerja sama antar lembaga dan

kemitraan dalam teknik pencegahan dan

pen€rngan€rn gangguan kententraman dan

ketertiban;

melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan

sarana dan pras€rrErna ketentraman dan

ketertiban;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 122

(1) Seksi Penindakan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum mempunyai tugas pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi terkait penindakan gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Penindakan Gangguan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai

uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
penindakan atas gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada

melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa

dan kerusuhan massa;

b. melaksanakan penindakan atas gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan

perda dan perkada;

c. melaksanakan penertiban dan penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan massa;

e

f

h

1

d. melaksalakan...
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melaksanakan penyediaan layanan dasar dalam

rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e

f

Paragraf 5

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 123

(U Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d

dipimpin oleh seor€rng Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Satuan.

(21 Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

mempunyai tugas menyelenggaralan kebijakan daerah

terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah serta Pembinaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da_lam

Pasal 123 ayat (21, Bidang Penegakan Perundang-undangal

Daerah mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terakait penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta

pembinaan penldik pegawai negeri sipil (PPNS);

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
(PPNS);

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelal<sanaan tugas terkait penegakan Peraturan Daerah

dan
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dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan

penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun }rortznntal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 125

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,

terdiri atas:

a. Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Perda dan/atau Perkada;

b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS); dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

t2l Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Penegakan Perundang-undangan

Daerah.

Pasal 126

(U Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Perda

dan/atau Perkada mempunyai tugas penegakan perda

dan perkada.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Penanganan

Pelanggaran Perda danlatau Perkada mempunyai

uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang

sosialisasi, pengawasan kepatuhan terhadap

pelaksanaan serta penErnganan atas pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

b. melaksanakan...



-85-

melaksa-nakan sosialisasi penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

melaksanakan pengawasan atas kepatuhan

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

melaksanakan pentrng€rnan atas pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

melaksanakan pembinaan dan penyuluhan

terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

melaksanakal pengadaan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana penegakan Peraturan

Daerah (ruang pemeriksaan, gelar perkara, dan

ruang penyimpanan barang bukti);

melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah;

Melaksanakan dukungan pelaksanaan sidang atas

pelanggaran Peraturan Daerah;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 127

(1) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

mempunyai tugas fasilitasi pembentukan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan operasionalisasi

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang

pengembangan kapasitas dan karir PPNS;

b. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas

dan karir PPNS;

d

e

b

C

h

I

J

f

c. melaksanakan...
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c. melaksanakan Dukungan operasionalisasi

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

d. melaksanakan pemberkasan administrasi

penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;

e. meiaksanakanpembentukalSekretariatPPNS;

f. melaksanakan kerja sama antar lembaga dan

kemitraan dalam pelaksanaan penegakan

Peraturan Daerah;

g. melaksanakan pembentukan PPNS dan penegak

Peraturan Daerah;

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pelindungan Masyarakat

Pasal 129

Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal I28 ayat (2]r, Bidang Pelindungan Masyarakat

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelindungan

masyarakat, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan

Satpol PP dan Satlinmas;

b. penyelenggataan...

Pasal 128

(1) Bidang Pelindungan Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 109 huruf e dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(21 Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan pelindungan masyarakat,

peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satpol PP

dan Satlinmas.



b
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Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pelindungan masyarakat, peningkatan kapasitas dan

pemberdayaan Satpol PP dan Satlinmas;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pelindungan masyarakat,

peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Satpol PP

dan Satlinmas;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

c

e

d

Pasal 130

(1) Bidang Pelindungal Masyarakat, terdiri atas:

a. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Satpol pp dan

Satlinmas;

b. Seksi Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat;

dan

c. Kelompok Jabatan Pungsional.

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai
keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas
dan fungsi di bidang Pelindungan Masyarakat.

Pasal 131

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Satpol pp dan

Satlinmas mempunyai tugas peningkatan kapasitas

SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan

Pelindungal Masyarakat.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Satpol

PP dan Satlinmas mempunyai uraian tugas:

a. menYiaPkan...



b

a

c
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menyiapkan bahan perumusan kebijakan

peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong

Praja dan Satuan Pelindungaa Masyarakat;

melaksanakan peningkatan kapasitas SDM

Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan

Pelindungan Masyarakat termasuk dalam

pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi

manusia;

meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi

Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan

Dasar Polisi Pamong Praja, Fungsional Polisi

Pamong Praja dan Uji Kompetensi bagi Pejabat

Fungsional;

melaksanakan pembentukan Tim Penilai Angka

Kredit dan Sekretariat Jabatan Fungsioanl Polisi

Pamong Praja;

meningkatkan kapasitas SDM Polisi Pamong praja

melalui uji Kompetensi untuk usulan perpindahan
jabatan ke jabatan fungsional Polisi pamong praja,

Promosi dan kenaikan jenjang;

melaksanalan peningkatan kapasitas SDM

Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui
pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong praja dan
Satlinmas;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d

e

f

h

Pasal 132

(1) Seksi Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan

pelindungan masyarakat dalam rangka ketentraman

dan ketertiban umum.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan pelindungan

Masyarakat...
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Masyarakat mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumus.rn kebijakan

pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam

rangka ketentraman dan ketertiban umum;

b. melaksanakan pemberdayaan pelindungan

masyarakat dalam rangka ketentraman dan

ketertiban umum;

c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelalcaran pelaksanaan tugas; dal
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 133

(1) Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur
pelaksana urusan bidang ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan

kebakaran yang menjadi kewenangan daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.

(2) Dinas Pemadam Kebalaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 134

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang...
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c. Bidang Penyelamatan Dan Penanganan Kebakaran,

dan Pertolongan Korban;

d. Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi

Kejadian Kebakaran dal Pemberdayaan Masyarakat;

e. UPTD; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 135

(1) Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat sub urusan kebalaran yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dal tugas pembaltuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

sub urusan kebakaran.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

sub urusan kebakaran;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

ketenteraman dan ketertiban Lrmum serta

perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

e. pelaksanaan...
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pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan keuangan serta umum,

kepegawaian dan organisasi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 136

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf

a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 135 guna pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 137

(1) Sekretariat sebagiarnana dimaksud dalam Pasal 134

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sarna.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 137 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b, penyelenggaraa.n administrasi keuangan dinas;

e

f.

c. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;

penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

d

e

f

h

1

J

k
I

m

Pasal 139

(U Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan

Organisasi; dan

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

c. Jabatan Fungsional lainnya.

{2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalsud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 140...
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Pasal 14O

(1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata laksana

dinas, surat menJrurat, pengelolaan arsip, pengelolaan

sarana prasarzrna dinas, pengelolaan administrasi

kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatausahaan barang milik daerah pada dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi, Kepegawaian

dan Orgalisasi mempunyai uraian tugas:

a. Mendiagnosis struktur/ kelembagaan/

tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk

instansi pemerintah;

b. menJrusun pedoman dan petunjuk teknis,

ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan

hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan

pelayanan publik;

d. penyediaarr administrasi pelaksanaan tugas ASN;

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

f. menyusun data dan pengelolaal administrasi

kepegawaian pada dinas;

g. melaksanalan sosialisasi dan bimbingan teknis

terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan ASN;

i. menl'usun analisis jabatan, analisis beban keda,

rencana redistribusi pegawai atau proyeksi

kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta

jabatan ASN;

j. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan ASN;

l. menyusun rencama pengembangan individu

pegawai (indiuidual deuelopment planl ;

m- menvusun...
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Pasa,l 141...

m. menyusun peta strategi (strategg mapl unit

kerja/organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;

o. menJrusun dan mengelola jasa surat menyurat;

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

p. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

q. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

r. men)rusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan pe rlengkapan kantor;

s. menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

t. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

u. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

v. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

w. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

peng€rmanan, penilaian, pembinaal dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

x. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penJrusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

y. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

z. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksalaan tugas; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 141

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas terkait pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi kineq'a,

pengeloiaan administrasi keuangan dinas, dan

administrasi pendapatal daerah kewenangan dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan dinas;

b. menJrusun dokumen RKA-dinas dan perubahan

RKA- dinas;

c. menyusun DPA- dinas dan perubahan DPA- dinas;

d. menJrusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. men5rusun kaidah pelaksanaan rencana
pembangunan;

h. menyusun alternatif darr model hubungan
kausal/fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;
j. menyusunperencanaankebdakanstrategisjangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menJrusun perencanaan program dan kegiatan

bidarg;

l. menyrsun perencanaan program darr kegiatan
lingkup dinas;

m. menJrusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan tingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahas€rn €rnggaran dengan

mitra legislatif;

o. melakukan pengendatian dan evaluasi
pelalsanaan rencana pembangunan pada lingkup
dinas;

p. melaksanakan...
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r.

S.

t.

u.

v.

w.

x.

v.

Z.

aa.

bb.

cc.

dd.
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melaksanakan perencana€m pengelolaan retribusi

daerah;

melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta pen5rusunan kebijakan

retribusi daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daeratr;

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

menJrusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

melaksanakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

men5rusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

menJrusun laporan keuangan

bulananltriwulanan/semesteran dan akhir tahun

dinas;

melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

men1rusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4...
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Paragral 4

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan

Pertolongan Korban

Pasal 142

(1) Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan

Pertolongan Korban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

l2l Bidang Penyelamatan Dan Penanganan Kebakaran,

Dan Pertolongan Korban mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pencegahan, pengendalian, pemadaman,

penyelamatan, dan penangalan bahan berbahaya dan

beracun kebakaran, operasi pencarian dan pertolongan

korban kebakaran, serta sarana dan prasarana

pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 142 ayat (21, Bidang Penyelamatan dan Penanganan

Kebakaran, dan Pertolongal Korban mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan,

pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan

penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran

serta penyelenggaraan operasi pencarian dan

pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pencegahan, pengendalian, pemadaman,

penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan

beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi

pencarian dan pertolongan terhadap kondisi

me mbahayakan manusia;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pencegahan, pengendalian,

pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan

berbahaya...
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e

berbahaya dan beracun kebakaran serta

penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan

terhadap kondisi membahayakan manusia;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 144

(1) Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan

Pertolongan Korban terdiri atas:

a. Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya

dan Beracun Kebakaran;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Penyelamatan dan Penanganan

Kebakaran, dan Pertolongan Korban.

Pasal 145

(1) Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan

Beracun Kebakaral mempunyai tugas pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi terkait pencegahan,

pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan

penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.

l2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pencegahan, Pengendalian,

Pemadaman
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Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun Kebakaran mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan pencegahan, pemadaman dal
pengendalian kebakaran;

b. melaksanalan penyelamatan dan evakuasi

korban kebalaran dan non kebakaran;

c. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan

beracun kebakaran;

d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 146

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dal evaluasi terkait

standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat

pelindung diri.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan staldarisasi sarana dan prasarana

pencegahan,penanggulangan kebakaran dan

alat pelindung diri;

b. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat

pelindung diri;

c. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam

kebakaran;

d. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan

informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);

e. melaksanakan
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melaksanakan penyelenggaraan kerja sama dan

koordinasi antar daerah berbatasan, antar

lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan,

penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan

penyelamatan non kebakaran

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dal fungsinya.

f

Paragraf 5

Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian

Kebakaran dan Pemberdayaan Masyaralat

Pasal 147

(1) Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian

Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 huruf d

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian
Kebakaral Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan
pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan

kebakaran.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t47 ayat (21, Kepala Bidang Inspeksi peralatan

Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran Dan pemberdavaan

Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait inspeksi
peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian

kebakaran...



b
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kebakaral dan pemberdayaan masyarakat dalam

pencegahan kebakaran;

penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi

kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan

pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan

kebakaran;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait inspeksi peralatan proteksi

kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan

pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan

kebakaran;

pelaksanaal konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

c

e

d

Pasal 149

(1) Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian

Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri

atas:

a. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan Kebakaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Inspeksi Peralatan Proteksi,

Investigasi Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan

Masyarakat.

Pasa-l 150...
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Pasal 15O

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan

Kebakaran mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam

pencegahan kebakaran;

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan Kebakaran mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam

pencegahan dan penanggulalgan kebakaran

melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;

b. melaksanakan pembentukan dan pembinaan

relawan pemadam kebakaran;

c. melaksanakan dukungan pemberdayaan

masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui
penyediaan sarana dal prasarana;

d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakarr tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. melaksanakan...

Pasal 151

(1) Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran

dan investigasi kejadian kebakaral;
(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi

Kebakaran mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pendataan sarana prasarana

proteksi kebakaran;

b. melaksanakan penilaian sarana prasarana

proteksi kebakaran;

c. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran,

meliputi penelitian dan pengujian penyebab

kejadian kebakaran
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melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN

ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 152

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana merupakan unsur pelaksana urllsan bidang
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta

urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana yang menjadi kewenalgan daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan

dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk

Dan Keluarga Berencana.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak Serta Pengendalian Penduduk Dal Keluarga

Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 153

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan perempual dan
Pelindungan Anak serta Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana terdiri atas:

d

e

a. Kepala Dinas...



- 104-

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan;

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus

Anak;

e. Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi

Keluarga, Gender dan Anak;

f. Bidang Keluarga Berencana;

g. Bidarg Kesejahteraan Keluarga;

h. UPTD; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 154

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan

Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana memiliki tugas melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan

pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang

menjadi kewenangal Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

l2l Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait lrualitas hidup

perempuan, perlindungan perempuan, kualitas

keluarga, sistem data gender dan anak,

pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,

pengendalian penduduk, keluarga berencana dan

keluarga sejahtera;

b. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait kualitas hidup

perempuan, perlindungan perempuan, kualitas

keluarga, sistem data gender dan anak,

pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,

pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan

keluarga sejahtera;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas

hidup perempuan, perlindungan perempuan,

kualitas keluarga, sistem data gender dan anak,

pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,

pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan

keluarga sejahtera;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

kualitas hidup perempuan, perlindungan

perempu€rn, kualitas keluarga, sistem data gender

dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan

khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga

berencana, dan keluarga sejahtera;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait kualitas

hidup perempuan, perlindungan perempuan,

kualitas keluarga, sistem data gender dan anak,

pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,

pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan

keluarga sejahtera; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c

d

e

f

Bagian Keempat

Uraian T\rgas

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 155

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf
a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud...



dimaksud dalam Pasal 154 guna pencapaian tujuan dart

sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 156

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengeiolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan

kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,

kehumasan dan kerja sama.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 156 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraal administrasi barang milik daerah

pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

f. penyelenggara.rn penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

C. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

i. penyelengga-raan...
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penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan ke{a sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 158

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Subb,gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai
keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas
dan fungsi sekretariat.

Pasal 159

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat menJrurat, pengelolaan arsip,
pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan
pelayanan umum dinas, pengadaan dan
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan...
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melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

melaksanakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

men)rusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

menJmsun laporan keuangan

bulanan/triwulanal/ semesteran dan akhir tahun

dinas;

melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

men).usun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

men)'usun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

menyLlsun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

men5 rsun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaal barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengErmanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen)'usunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan...
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melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan

Pasal 160

(1) Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{21 Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait pengarusutamaaa gender dan pemberdayaan

perempuan serta perlindungan perempuan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 160 ayat (21, Bidang Kualitas Hidup dan pelindungan

Perempuan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraa-n kebijakan teknis terkait pelembagaan

pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga
pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik,
hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi

kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan,

pencegahan kekerasan terhadap perempuan,

penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan

korban kekerasan, penguatan dal pengembangan

lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

q

r

s

b. penyelenggaraan...
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b. penyelenggaraan pelembagaan pengarusutamaan

gender (PUG) pada lembaga pemerintah, pemberdayaan

perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi

pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan

terhadap perempuErn, penyediaan layanan rujukan

lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan

dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pelembagaan

pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga

pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik,

hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi

kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan,

pencegahan kekerasan terhadap perempuan,

penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan

korban kekerasan, penguatan dal pengembangan

lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 162

Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan terdiri

atas kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan

tugas sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang

tugas dan fungsi di bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan

Perempuan.

Paragraf 5...
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Paragraf 5

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus

Anak

Pasal 163

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anal< dan Pelindungan Khusus

Anak dipimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153

huruf d oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

l2l Bidang Pemenuhan Hak Anak Dan pelindungan

Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait pemenuhan hak anak dan

perlindungan khusus anak.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 ayat (21, Bidang pemenuhan Hak Anak darr
Pelindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelembagaan

pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non
pemerintah, dan dunia usaha, penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas hidup anak, pencegatral kekerasan terhadap
anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,
serta penguatan dal pengembangan lembaga penyedia

layanan foagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha,
penguatan dan pengembalgan lembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan

kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak,
penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus, serta penguatan dan

pengembangan...
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c

pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak

yang memerlukan perlindungan khusus;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaal tugas terkait pelembagaan pemenuhan

hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah,

dan dunia usaha, penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup

anak, pencegahan kekerasan terhadap anak yang

melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak

yang memerlukan perlindungan khusus, serta

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia

layalan bagi anak yang memerlukan perlindungal
khusus;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 165

Bidang Pemenuhan Hat Anak dan pelindungan Khusus
Anak terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang
melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau keahlian
sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang pemenuhan

Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi
Keluarga, Gender dan Anak

Pasal 166

(1) Bidang Pengendalian penduduk, Sistem Informasi
Keluarga, Gender dan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yalg berkedudukan di bawah dan bertalggung
jawab kepada Kepala Dinas.

d

e

(2) Bidang...
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l2l Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi

Keluarga, Gender dan Anak mempunyai tugas

menyelenggaralan kebijakan daerah terkait

pengenda-lian penduduk, dan sistem informasi data

keluarga, gender dan anak.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 166 ayat (21, Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem

Informasi Keluarga, Gender dan Anak mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pemaduan

dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian

kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian

penduduk, serta pengumpulan, pengolahan analisis

dan penyajian data gender dan anak dalam

kelembagaan data;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan

pengendalian penduduk, serta pengumpulan,

pengolahan analisis dan penyajian data gender dan

anak dalam kelembagaan data;

c. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan tugas terkait pemaduan dan sinkronisasi

kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan

pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan

pengendalian penduduk, serta pengumpulan,

pengolahan analisis dan penyajian data gender dan

anak dalam kelembagaan data;

d. pelalsanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 168

Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga,

Gender Dan Anak terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

yang
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yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau

keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Gender

Dan Anak.

Paragaf 7

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 169

(1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 153 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala

Bidarg yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait advokasi,

dan komunikasi, informasi edukasi (KIE) KB, dan

pelayanan KB.

Pasal 170

Dalam mela-ksarrakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169 ayat (21, Bidang Keluarga Berencana mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelaksalaan

advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai

kearifan budaya lokal, pendayagunaan penyuluh

KBlPetugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian

dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat

kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga

berencana, dan pemberdayaan, peningkatan peran

serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan

pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai

kearifan budaya lokal, pendayagunaan Tenaga

penlrrluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB),

pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan

obat...
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obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga

Berencana, dan pemberdayaan, peningkatan peran

serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan

pelayanan dan pembinaan kesertaal Ber-KB;

penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan advokasi, KIE

pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya

lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas

Lapangan KB (PKB/PLKB), pengendaliar dan

pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi

serta pelaksanaan pelayanan KB, dan pemberdayaan,

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

kesertaan Ber-KB;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

d

e

Pasal 171

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Keluarga Berencana.

Paragraf 8

Bidang Kesejahteraan Keluarga

Pasal 172

(1) Bidang Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 153 huruf g dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait kualitas

keluarga.. .
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keluarga, dan pemberdayaan dan peningkatan keluarga

sejahtera.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasa,l 172 ayat (21, Bidang Kesejahteraan Keluarga

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait peningkatan

kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan

lembagapenyedialayanan peningkatan kualitas

keluarga, penyediaan layanan bagi keluarga dalam

mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak,

serta pelaksanaan pembangunan keluarga dan

peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan

ketahanan dan kesej ahteraan keluarga;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

peningkatal kualitas keluarga, penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas, penyediaan layanan bagi

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG)

dan hak anak, serta pelaksanaan pembangunan

keluarga dan peningkatan peran serta orgalisasi

kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait peningkatan kualitas

keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga

penyedialayanan peningkatan kualitas keluarga,

penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan

kesetaraan gender (KG) dan hak anak, serta

pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan

peran serta organisasi kemasyarakatan dalam

pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan

dan kesej ahteraan keluarga;

d. pelaksanaan...
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

e

Pasal 174

Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan

fungsi di bidang Kesejahteraan Keluarga.

BAB XI

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 175

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian merupakan
unsur pelaksana urusan bidang ketahanan pangan,

urlrsan bidang pertanian urusan kelautan dan
perikanan yang menjadi kewenangan daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan pangan dan
Pertanian.

12) Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi

Pertanian terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

Pasal 176

Dinas Ketahanan paagan dan

b. Sekretariat...
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b. Sekretariat;

c. Bidang Ketahanan Pangan;

d. Bidang Pertanian dan Perikanan;

e. Bidang Veteriner;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 177

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan,

urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusarr

pemerintahan bidang Kelautan dan perikanan yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan

pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan

kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana

dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan

masyarakat veteriner, pengendalian dan

penanggulangan bencana pertanian, per:Lzinan

usaha pertanian, perikanan tangkap dan

budidaya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait penyelengga-raan pangan

berdasarkal kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan

kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana

dan



C

-119-

dan prasarana pertanian, kesehatan hewan dan

masyarakat veteriner, pengendalian dan

penanggulangan bencana pertanian, perizinan

usaha pertanian, perikanan tangkap dan

budidaya;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan

dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan

pangan, penangan€rn kerawanan pangan,

keamanan pmgm, sarana dan prasarana

pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat

veteriner, pengendalian dan penanggulangan

bencana pertanian, perizinan usaha pertanian,

perikanan tangkap dan budidaya;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan

dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan

pangan, penanganan kerawanan pangan,

keamanan pangan, sarana dan prasarana

pertanian, kesehatan hewal dal masyarakat

veteriner, pengendalial dan penanggulangan

bencana pertanian, perizinan usaha pertanian,

perikanan tangkap dan budidaya;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d

e

f

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 178

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf

a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 g;rra pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3...
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Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 179

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2\ Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 179 ayat {21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraErn perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerj a dinas ;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraaa administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

n

Pasal 181

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

l2l Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasai 182

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat men5rurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
pengelolaan administrasi keuangan dinas serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.
(2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat menJrurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan...
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b. melaksanalan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. men5rusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

e. menlrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. menyusun laporan keuangan bulanan/
triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;

C. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. men).usun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

j. menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;
k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaarr barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan ;

l. melalsanakan pengadaan dal pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. menJrusun perencana€rn kebutuhan, pengadaan,

pengcrmanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;
p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakan...
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r. melaksanakan perencanaanpengelolaanretribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penl'usunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanalan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pemungutan dal penagihan

retribusi daerah;

y. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 183

(1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 176 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

ketersediaan dan distribusi pangan, cadangan dan

penganekaragaman konsumsi pangan, kerawanan

pangan dan keamanan pangan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 183 ayat (21, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan...
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a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyediaan

dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya

Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal

yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi, pengelolaan dan keseimbangan

cadangan pangan daerah, pelaksanaan pencapaian

target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai

dengan angka kecukupan gizi, pen5rusunan peta

kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan,

penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah,

dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

daerah.

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan

lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka

stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah,

pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan

daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi

pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka

kecukupan g;\n, penyusunan peta kerentanan dan

ketahanan pangan kecamatan, penanganan kerawanan

pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan

pengawasan keamarlan pangan segar daerah

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penyediaan dan penyaluran

pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan

kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan

dan harga pangan daerah, pengelolaan dan

keseimbangan cadangan pangan daerah, pelaksanaan

pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun

sesuai dengan angka kecukupan gizi, pen5rusunan peta

kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan,

penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah,

dan pelaksanaan pengawasan keamanan pangall segar

daerah;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksana€ul...
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pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 185

Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksana,kan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Ketahanan Pangan.

Paragraf 5

Bidang Pertanian dan Perikanan

Pasal 186

(1) Bidang Pertanian dan Perikanan sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 176 huruf d dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait sarana dan

prasarana pertanian, penanggulangan bencana dan

penyuluhan pertanian, serta perikalan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 186 ayat (2), Bidang Pertanian dan Perikanan

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait
pembangunan dan pengembangan prasarana

pertanian, pengawasan penggunaan sarana pertanian,

pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,

pengendalian dan pengawasan penyediaan dan

peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan

ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak

dan hijauan pakan ternak, pengendalian dan

penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan

penyrrluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan

di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan

a1r
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air lainnya, penerbitan izin usaha perikanan di bidang

pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudi daya

ikan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya

ikan kecil (TDPIK), pengelolaal pembudidayaan ikan,

penerbitan tanda da-ftar usaha pengolahan hasil

perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaal

mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha

pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil,

penyediaal dan penyaluran bahan baku industri.

pengolahan ikan;

penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan

pras€rrana pertanian, pengawasan penggunaan sa-rana

pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,

pengendalian dan pengawasan penyediaan dan

peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan

ternak dalam derah, penyediaan benih/bibit ternak dan

hijauan pakan ternak, pengendalian dan

penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan

penl'uluhan pertanian, pengelolaan penangkapan ikan

di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan

air lainnya, penerbitan izin usaha perikanan di bidang

pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudi daya

ikan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya

ikan kecil (TDPIK), pengelolaan pembudidayaan ikan,

penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil

perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan

mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha

pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil,

penyediaan dan penyaluran bahan baku industri
pengolahan ikan;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pembangunan dan

pengembangan prasarurna pertanian, pengawasan

penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat hewan

di tingkat pengecer, pengendalian dan pengawasan

penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan

hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan

c

benih/bibit...
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benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak,

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,

pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengelolaan

penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk,

rawa, dan genangan air lainnya, penerbitan izin usaha

perikanan di bidang pembudidayaan ikan,

pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, penerbitan

tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK),

pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan talda
daftar usaha pengolahal hasil perikanan bagi usaha

skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan

hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran

skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran

bahan baku industri pengolahan ikan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

e

Pasal 188

Bidang Pertanian dan Perikanan terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan

fungsi di bidang Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 6

Bidang Veteriner

Pasal 189

(1) Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal

176 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat...
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masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan
perizinan usaha pertanian.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 189 ayat {2), Bidang Veteriner mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penjaminan

kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah

wabah penyakit hewan menular, pengawasan

pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk

hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis

kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan

pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan,

pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa

medik veteriner dalam daerah, serta pengkoordinasian

perizinan usaha pertanian ;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan

pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular,

pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan

produk hewan, penerapan dan pengawas€u1

persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner,

penerapan dan pengawasan persyaratan teknis

kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa

laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah,

serta pengkoordinasian perizinan usaha pertanian;

c. penyelenggaraa.n monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penjaminan kesehatan

hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah

penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan

pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan

pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat

veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan

teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan

jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam

daerah, serta pengkoordinasian perizinan usaha

pertanian;

d. pelaksanaan...
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai fungsinya.

Pasal 191

Bidang Veteriner terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau

keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Veteriner.

BAB XII

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagran Kesatu

Kedudukan

Pasal 192

(U Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana

urlrsan bidang lingkungan hidup yang menjadi

kewenalgan daera-h yang dipimpin oleh Kepala Dinas

Lingkungan Hidup.

l2l Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 193

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Tata Kelola Lingkungan;

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah E}3;

e. Bidang Penataan Pengendalian Dan Pengelolaan

Lingkungan;

f. UPID...



-130-

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 194

(1) Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakal

urLlsan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

{2} Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait perencanaan

lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup

strategis, pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungal hidup, keanekaragaman

hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah

bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan

pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin

perlindungan dal pengelolaan lingkungan hidup,

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan

hidup untuk masyaralat, penghargaan

lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan

lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan

persampahal;

b. penyelenggaraan urusa.n pemerintahan dan

pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian

lingkungan hidup strategis, pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya

dan beracun dan limbah bahan bahaya dan

beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap

izin lingkungan dan izin perlindungan dan

pengelolaan...
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C

pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan,

pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

untuk masyarakat, penghargaan lingkungan

hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan

hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan;

pembinaal dan pelaksanaan tugas terkait

lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup

strategis, pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakal lingkungan hidup, keanekaragaman

hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah

bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan

pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan

hidup untuk masyarakat, penghargaan

lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan

lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan

persampahan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup

strategis, pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman

hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah

bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan

pengawas€rn terhadap izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

pendidikan, pelatihal dan penyuluhan lingkungan

hidup untuk masyarakat, penghargaan

lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan

lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan

persampahan;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d

f.

Paragraf 2...

e.
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Paragral 2

Kepala Dinas

Pasal 195

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf

a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 194 guna pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 196

(U Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193

huruf b dipimpin oleh seor.ulg Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangal dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasal dan kerja sama.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 196 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

g. penyelenggaraan.. .
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g. penyelenggara€rn penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

1. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun honznntal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 198

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum;

b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

t2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 199

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat men5rurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan
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pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas.

a. menJrusun dan mengelola jasa surat men5rurat;

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menJrusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/

verifikasi keuangan dinas;

e. men)rusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. men)rusun laporan keuangan bulanan/

triwulanan/semesteran dan akhir tahun dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. men5msun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi arlggaran;

i. men5rusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. men5rusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. men1rusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

1. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sararxa dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. men]rusun...
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o. men5rusun perenc€rna€rn kebutuhan, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakal penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakanperencanaanpengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

y. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 2OO

(1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
perencana.rn, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan dinas;

b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan

RKA-dinas;

c. men]rusun...
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menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

memformulasikan sajian untuk analisis;

melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

men)rusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

menfrsun alternatif dan model hubungan

kausal/fungsional;

menguji alternatif kriteria dan model;

menJrusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

men)msun perencanaan program dan kegiatan

lintas bidang;

menyusun perencana€rn program dan kegiatan

lingkup dinas;

menJrusun rancangan rencana anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dal hasil pembahasan anggaran dengan

mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi

pelalsanaan rencana pembangunan pada lingkup

dinas;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinl<ronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1

J

h

k

I

m

n

o

p

q

Paragraf 4...
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Paragraf 4

Bidang Tata Kelola Lingkungan

Pasal 201

(1) Bidang Tata Kelola Lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 193 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertalggung
jawab kepada Kepala Dinas.

l2l Bidang Tata Kelola Lingkungan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan

hidup.

Pasal 2O2

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2Ol ayat l2), Bidang Tata Kelola Lingkungan

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait dokumen

instrument perencanaan lingkungan, pembinaan dan

pengawas€rn terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

persetujuan lingkungan yang kewenangannya di

terbitkan oleh Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan rencana perlindungan dan terkait

dokumen instrument perenca.na€rn lingkungan;

penyelenggaraan k4iian lingkungan hidup strategis

(KLHS), pembinaan dan pengawasan terhadaF usaha

dan/atau kegiatan yang kewenangannya di terbitkan

oleh Pemerintah Daerah;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaal

pelaksanaan tugas terkait rencana perlindungan dan

terkait dokumen instrument perencanaan lingkungan;

penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS), pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan
dampak pencemaran lingkungan, persetujuan
lingkungan yang kewenangannya diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah dan penyelesaian pengaduan

masyarakat...
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masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup (PPLH) daerah;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 203

Bidang Tata Kelola Lingkungan terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dal
fungsi di bidang Tata Kelola Lingkungan.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 83

Pasal 204

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun (E}3) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 193 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 83

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan Limbalt

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 204 ayal (21, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

83 mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan dan strategi, pengelolaan

sampah dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),

pengelolaan kebersihan kota, pengangkutan sampah,

penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan

sampah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan

e

sampah...
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sampa-h yang diselenggarakan oleh pihak lain dan/atau

swasta;

penyelenggaraan pengelolaan sampah kota, dan limbah

Bahan Berbahaya Beracun (B3), pengelolaan

kebersihan kota, pengangkutan sampah, penerbitan

izin pendaur-ulangan sampah/pengelolaan sampah,

pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh pihak lain dan/atau swasta;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan sampah kota,

dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (83),

pengelolaal kebersihan kota, pengangkutan sampah,

penerbitan izin pendaur-ulangan sampah/pengelolaan

sampah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan

sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain dal/ atau

swasta;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksaaaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 206

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah El3 terdiri atas

kelompok Jabatan Pungsional yang melaksanakan tugas

sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjalg tugas

dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 83.

Paragraf 6

Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan

Lingkungan

Pasal 207

(U Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan

Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193

huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

C

d

e

berkedudukan...
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan

Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait pengendalian pencemaran

lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati

serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 2O7 ayat (21, Bidang Penataan Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup, pengelolaal

keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan

pendidikan, pelatihan, dan penl'uluhan lingkungan

hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian

penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;

b. penyelenggaraal pencegahan, penanggulangan dan

pemulihan pencemar€rn dan/atau kerusakan

lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati

daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan

peny'uluhan lingkungan hidup untuk lembaga

kemasyarakatan dan pemberian penghargaan

lingkungan hidup tingkat daerah;

c. penyelenggaraal monitoring, evaluasi dan pembinaart

pelaksanaan tugas terkait pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan

keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan

hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian

penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horiznntaT guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan...
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pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 209

Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang

melaksalakan tugas sesuai keterampilan atau keahlian

sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang Penataan

Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan.

BAB XIII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 21O

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan

unsur pelaksana urusErn bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi

kewenangal daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas

Kependudukan dal Pencatatan Sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.

Ba gian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 2 1 I

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Sipil terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidalg Pelayanan Penda.ftaran Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

e. Bidang...

e.
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e. Bidang Pengelolaan Informasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

f. UPTD; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adminstrasi

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 212

(U Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki

tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan'

(2\ Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian;

b. pefl.rmus€ul kebijakan terkait pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan dan profil

kependudukan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan dan profil

kependudukan;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil'

pengelolaan informasi administrasi kependudukan

dan profrl kePendudukan ;

e. pemantauan...
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pemantauan, evaluasi dan pelaporal terkait
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan

dan profil kependudukan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 213

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf
a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebaqaimana dimaksud da-lam Pasal 212 gana pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 214

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 1

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencurna€rn, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan

kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,

kehumasan dan kerja sama.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 214 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggara€rn perenc€rna€rn, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggErraan...
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c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

f. penyelenggaraan penyediaal jasa penunjang lingkup

dinas:

C. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

i. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

j. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 216
(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagran Umum da1 Kepegawaian;

b. Subbagian perencanaan dan Keuangan; dan
c. Kelompok Jabatal Fungsional.

(21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dima_ksud
pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai
keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas
dan fungsi sekretariat.

Pasal 217...
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Pasal 217

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaal surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatausahaan barang milik daerah pada dinas,

kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan

administrasi kepegawaian,

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat menyurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkaPan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

d. men]'usun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

e. menyusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakal pengadaal dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

h. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

i. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

peng€rmanurn, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

j. melaksanakan...
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melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen1^rsunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

mendiagnosis struktur/ kelembagaan/ tatalaksana

/proses bisnis yang efektif untuk instansi

pemerintah;

menyusun pedoman dal petunjuk teknis,

ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan

hubungan kerja;

melaksanakal penyiapan bahal pengembangan

pelayanan publik;

melaksanakan penyediaan administrasi

pelaksanaan tugas ASN (ASN);

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

menyusun data pengelolaan administrasi

kepegawaian pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

terkait produk hukum daerah;

menganalisis proses penJrusunan kebutuhan ASN

(ASN);

menJrusun analisis jabatan, analisis beban keda,

rencana redistribusi pegawai atau proyeksi

kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta

jabatan ASN (ASN);

men5rusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

menganalisis proses penugasan ASN;

menJrusun rencana pengembangan individu
pegawai (indiuidual deuelopment planl ;

men5rusun peta strategi (strategg mapl unit
kerja/ organisasi/instalsi pemerintah;

mengelola proses manajemen kinerja pegawai;

k.

1
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z. meiaksanakan...
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melaksanakan konsultasi dal koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelalcaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

aa

Pasal 2 18

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

perencanaan, penganggaran, pengelolaan administrasi

keuangan dan evaluasi kine{a.

l2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dokumen perencanaan dinas;

b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan

RKA-dinas;

c. menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. menJrusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. men5rusun alternatif dan model hubungan

kausal/ fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;

j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menJrusun perencanaan program dan kegiatan

lintas bidang;

l. menyusun perencanaa-n program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. menyusun rancangan rencana anggaran da1l

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melaksanakan...



o

n

-148-

melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan anggar.rn dengan

mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;

men1 rsun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN;

melaksanakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan dinas;

menJrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

menJrusun laporan keuangan

bulanan/ triwulanal/ semesteran dan akhir tahun

dinas;

melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

men)'usun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

p

q

t

s

t

u

Paragraf 4

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 219

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 211 huruf c dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

12) Bidang PendaJtaran Penduduk mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan

pendaftaran penduduk, penyelenggaran pendaftaran

penduduk, penataan, pembinaan dan pengawasan

pendaftaran penduduk.

Pasal 220...
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Pasal 22O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 219 ayat {21, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelayanan

dan penyelenggaraan identitas penduduk, pindah

datang penduduk dan pendataan penduduk;

b. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pelayanan dan

penyelenggaraan identitas penduduk, pindah datang

penduduk dan pendataan penduduk;

c. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian

bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan

pelaksanaan tugas bawahan;

e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun hoizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 221

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas

kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakal tugas

sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pelayanan Pendaftaral Penduduk.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal222

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 211 huruf d dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang...
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(21 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan

pencatatan sipil serta penyelenggaraan, pembinaan dan

pengawasan pencatatan sipil.

Pasal223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

PasaT 222 ayat (21, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebdakan teknis terkait pelayanar

pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian,

serta perubahan status anak, pewarganegaraan dan

kematian;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan

perceraian, serta perubahan status anak,

pewarganegaraan dan kematian;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaal

pelaksanaan tugas terkait pelayanan pencatatan

kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta perubahan

status anak, pewarganegaraan dan kematian;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinYa.

Pasal 224

Bidang Pelayanan Pencatatal Sipil terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan

fungsi di bidang Pelayanal Pencatatan Sipil.

Paragraf 6...
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Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data

Pasal 225

(1) Bidang Pengelolaal Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemalfaatan Data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 211 huruf e dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai

tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengumpulan, pemanfaatan, penyajian, dan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan,

penataan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan

informasi administrasi kependudukan, serta

penyusunan profil kependudukan.

PasaJ226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 225 ayat (21, Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyusunan

pro{il kependudukan; pengumpulan, pemanfaatan dan

penyajian data kependudukan; penataan,

penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan

pengelolaal informasi administrasi kependudukan;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penJrusunan profil kependudukan; pengumpulan,

pemanfaatan dan penyajian data kependudukan;

penataan, penyelenggaraan, pembinaan dan

pengawasall pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

c. penyelenggaraan.. .
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e

c penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaal
pelaksanaan tugas terkait pen5 rsunan profrl

kependudukan, pengumpulan, pemanfaatan dan

penyajian data kependudukal, penataan,

penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

fasilitasi penataan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 227

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data.

BAB XIV

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 228

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana

urusan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan

daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan.

(21 Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

f

Bagran Kedua...

-t52-
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 229

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Lalu Lintas;

d. Bidang Angkutan;

e. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;

f. UPTD; dan

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagiar Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 230

(1) Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan

urusan pemerintahan bidang perhubungan yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi:

a. perumuszrn kebijakal terkait lalu lintas dan

angkutan jalan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait lalu lintas dan angkutan

jalan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lalu

lintas dan algkutan jalan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lalu

lintas dan angkutan jalan;

e. pelaksanaan...
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pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanazrn, evaluasi dan pelaporan, keuangan,

dan umum dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 231

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 l:,urtf

a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 232

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

huruf b dipimpin oleh seorzrng Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

e

f

c. penyelenggaraan. ..

Palagral 2

Kepala Dinas

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud dalam

Pasal 232 ayal (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraanadministrasi keuangan dinas;
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c. penyelenggaraar administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urLlsan pemerintah daerah lingkup dinas;

g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaal pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

1. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertika_l

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 234

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum;

b. Subbagian Perencanaan dan penganggaran;

c. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

l2l Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala

Subb.San yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d melaksanakan tugas sesuai
keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas
dan fungsi sekretariat.

Pasal 235...
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Pasal 235

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat men1rurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. men]rusun dan mengelola jasa surat menyLrrat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/

verifikasi keuangan dinas;

e. men5rusun dan pelal<sanaan akuntansi dinas;

f. menlrrsun laporan keuangan bulanan/

triwulanan/ semesteran dan alhir tahun dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. menJrusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anglaaran;

i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. menyusun dan mengelola komponen insta-lasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menlrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan. ..
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cetakan dal penggaldaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan ;

l. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakanperenc€rnaan pengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasarr

kebij akan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksalakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

y. melaksanakal konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 236...
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Pasal 236

(1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kine{a.

(2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan dinas;

b. menJrusun dokumen RKA-dinas dan perubahan

RKA-dinas;

c. menyusun DPA-dinas dan perubahan DPA- dinas;

d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. menyusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan

kausal/ fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;

j. menyusun perencana€rn kebdakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menlrusun perencanaan program dan kegiatan

lintas bidang;

1. menyusun perencanaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. men1rusun rancangan rencana anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan anggaran dengan

mitra legislatif;

o. melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup

dinas;

p. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan...
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Pasal 237

(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan

administrasi kepegawaian.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis struktur/kelembagaan/

tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk

instansi pemerintah;

b. men3rusun pedoman dan petunjuk teknis'

ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan

hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan

pelayanan Publik;

d. melaksanakal penyediaan administrasi

pelaksanaan tugas ASN;

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

f. menyusun data dan pengelolaan administrasi

kepegawaian Pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

terkait Produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan ASN;

i. meny-rsun analisis jabatan, analisis beban kerja,

rencana redistribusi pegawai atau proyeksi

kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta

jabatan ASN;

j. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan ASN;

1. menyusun rencana pengembangan individu

pegawai (indiuidual deuelopment planl;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

m. meN'usun...
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m. men5rusun peta strategi (strategy mapl unit

kerja/ organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;

o. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Lalu Lintas

Pasal 238

(1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

manajemen dan rekayasa lalu lintas, bimbingan

keselamatan dan ketertiban serta pusat pengendalial

dan pengembangan.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 238 ayat (21, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyediaan

perlengkapan jalan di jalan kota, pelaksanaan

manql'emen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan

jalan kota, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu

lintas (andalalin) untuk jalan kota;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota,

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

untuk jaringan jalan kota, dan persetujuan hasil

analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kota;

c. penyelenggaraan. ..
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penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penyediaan perlengkapan

jaian di jalan kota, pelaksanaan manajemen dan

rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, dan

persetujuan hasil analisis dampak 1alu lintas

(andalalin) untuk jalan kota;

Penyelenggaraan rehabilitasi dan pemeliharaan

prasurrana ja1an, pembangunan prasaranan jalan di

jalan Kabupaten/ Kota;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinYa.

d

e

f

Pasal 240

(1) Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. Seksi Pusat Pengendalian dan Pengembangan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Ia1u lintas.

Pasal 241

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

mempunyai tugas terkait pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait penyediaan perlengkapan jalan di jalan

kota; dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu

Lintas untuk jaringan jalan kota.

(2) Dalam . . .
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{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di
jalan kota;

b. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan

perlengkapan jalan;

c. melaksanakan penataan manajemen dan rekayasa

lalu lintas untuk jaringan jalan kota;

d. melaksanakan sosialisasi dan simulasi

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas

untuk jaringan jalan kota;

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

penilaian hasil analisis dampak lalu lintas

(andalalin);

f . melaksanakan pengawasan pelaksanaan

rekomendasi analisis dampak lalu lintas

(andalalin);

g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 242

(1) Seksi Pusat Pengendalian dan Pengembangall

mempunyai tugas terkait pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan perlengkapan jalan.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pusat Pengendalian dan

Pengembangan mempunyai uraian tugas:

a. melakukan kegiatan perencanaan, penyediaan/

pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi

serta pengendalian/ pengawasan penerangan jalan

umum;

b. melaksanakan...
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melalsanakan penyelenggaraan keda sama terkait

Penerangan Jalan Umum;

melaksanakan pembangunan prasarana jalan di

jalan kota;

melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana jalan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Angkutan

Pasal 243

(i) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229 hurof d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

12\ Bidang Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait angkutan orang, angkutan

barang, perkeretaapian daerah, penyeberangan,

pengembalgan, pengawasan, dan pengendalian terkait

angkutan.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 243 ayat (21, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait audit dan

inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) dijalan, penyediaan angkutan umum untukjasa
angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1

(satu) daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe c;

b. penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan, penyediaan

angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau

b

c

d

e

f.

barang
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c

barang antar kota dalam 1 (satu) daerah; pengelolaan

terminal penumpang tipe c;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait audit dan inspeksi

keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di

jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa

argkutan orang dan/ atau barang altar kota dalam 1

(satu) daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe c;

penyiapaa pemberian bimbingan teknis ijin angkutal
orang dan barang serta pengawasan

penyelenggaraannya;

perencanaan, penetapan, peninjauan lokasi,

pembangunan dan pengembangan terminal tipe C dan

halte untuk angkutan orang dan barang;

perumus.rn dan pelalsanaan kebijakan di bidang

penyelenggaraan perkeretaapian di lingkup daerah;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraaa penyeberangan di lingkup daerah;

pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian

ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang

dan barang;

perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan

kebijalan terkait Angkutan Wisata dalam kota;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun hot'tzontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 245

t1) Bidang Angkutan, terdiri atas:

a. Seksi Pengembalgan Angkutan;

b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Angkutan;

dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

f.

h

1

J

k

berkedudukan...
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Pasal 246

(1) Seksi Pengembangan Angkutan mempunyai tugas

pelaksanaan pengembangan angkutan terkait

penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan

orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu)

daerah, pengelolaan terminal angkutan orang dan

barang, dan penyediaan angkutan orang dan barang,

pengembangan perkeretaapian daerah dan

penyeberangan.

l2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengembangan Angkutan

mempunyai uraian tugas:

a. menyediakan angkutal umum untuk jasa

angkutan orang dan/atau barang antar kota

dalam 1 (satu) daerah;

b. menyusun penetapan jaringan lintas angkutan

orang dan barang pada jaringan jalan kota ;

c. menghimpun data sebagai bahan penJrusunan

program perencanaan pembangunan dan

pengembangan terminal angkutan orang dan

barang;

d. melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan

pembangunan halte dan terminal angkutan orang

maupun angkutan barang;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain

dalam upaya peningkatan dan pengembangan

terminal baik angkut€rn orang dan angkutan

barang;

f. mengkoordinasikan pengelolaan terminal dan

fasilitas pendukungnya;

g. melaksanakan...

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Angkutan.
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melaksanalan pemeliharaan fisik serta

pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk
angkutan orang dan barang;

melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan

kebijakan terkait Angkutan Wisata dalam kota

melaksanakan pembangunan gedung terminal;

melaksanalan rehabilitasi dan pemeliharaan

terminal (fasilitas utama dan pendukung);

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di

bidang penyelenggaraan perkeretaapian di lingkup

daerah;

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di

bidang penyelenggaraan penyeberangan di lingkup

daerah;

melaksanalan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

m

n

Pasal247

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Angkutan

mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait audit dan inspeksi keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan,

pengendalian dan pengawasan angkutan,
perkeretaapian daerah dan penyeberangan.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Angkutan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan

pemenuhan persyaratan penyelenggaraan

kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;

a. melaksanakan fasilitasi rekomendasi teknis,
pengendalian, dan pengawasan angkutan umum

dan angkutan barang;

b. melaksanakan...
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b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan

ketersediaan angkutan umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota

dalam 1 (satu) daerah;

c. menyiapkan pemberian bimbingan teknis Uin

angkutan orang dan barang serta pengawasan

penyelenggaraannya;

d. pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas

Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian

Kapal dalam Daerah KabupatenlKota yang

Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api

Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten / Kota;

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 248

(1) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 huruf e dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

12) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai

tugas teknik kendaraan dan perbengkelan dan

pengujian kendaraan.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 248 ayat (2), Bidang Pengujian Kendaraa"n Bermotor

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengujian

berkala kendaraan bermotor;

b. penyelenggaraan.
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b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
pengujian kendaraan bermotor;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengujian kendaraal

bermotor;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yarrg diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 250

(1) Bidang Pengujian Kendaraao Bermotor, terdiri atas:

a. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;

b. Seksi Pengujian Kendaraan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2t Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 251

(1) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

penyediaa.n sa-rana dan prasarana pengujian kendaraan

bermotor dan kelengkapannya.

t2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Teknik Kendaraan dan

Perbengkelan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor;

b.melaksanakan...
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melaksanakan pembinaan dan pengawasan

perbengkelan kendaraan bermotor;

melaksanakan pengembangan teknologi

informasi manajemen perbengkelan;

melaksanakan Sosialisasi Standar Operasional

Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

melaksanakan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan perbengkelan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi

dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 252

(1) Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan

bermotor.

(21 Dalam melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengujian kendaraan bermotor

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

pengujian berkala kendaraan bermotor;

b. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala

kendaraan bermotor;

c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan

prasarana pengujian berkala kendaran bermotor;

d. menyedialan sarana dan prasarana pengujian

berkala kendaraan bermotor;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan

bermotor;

f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun troriz.ontd, guna sinkronisasi

dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

b

c

d

e

f.

g. melaksanakan...
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XV

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 253

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan

Persandian merupakan unsur pelaksana urusan
bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang

statistik dan urusan bidang persandian yang menjadi

kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik Dan persandian.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 254

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi,
Statistik dan Persandian terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Teknologi dan Informatika;
d. Bidang Penyelenggaraan E-Gouemment;

e. Bidang Statistik;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsionai.

Informatika,

Bagian Ketiga...
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Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Pasal 255

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian memiliki tugas melaksanakan urusEtn

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,

urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan

pemerintahan bidang persandian yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

l2t Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait informasi dan

komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik

sektoral, dan persandian untuk pengamanan

informasi;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait informasi dan

komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik

sektoral, dan persandian untuk pengamanan

informasi;

c. pembinaal dan pelaksanaan tugas terkait

informasi dan komunikasi publik, aplikasi

informatika, statistik sektoral, dan persandian

untuk pengamanan informasi;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

informasi dan komunikasi publik, aplikasi

informatika, statistik sektoral, dan persandian

untuk pengamanan informasi;

e. pelaksanaan.. .

Paragraf 1

Umum



-772-

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaIi

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2

Kepala Dinas

Pasal 256

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 huruf
bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 255 guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 257
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2S4

huruf b dipimpin oleh seorzrng Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
kepegawaial, keuangan dan aset, pengembangan
kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,
kehumasan dart keg'a sama.

Pasal 258
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 257 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kineq'a dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e

f

d. penyelenggaraan...

Paragraf 3

Sekretariat
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d. penyelenggaraa.n administrasi barang milik daerah

pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas;

g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

h. penyelenggaraa"n pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

i. penyelenggaraa"n pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

j. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 259

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

{21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 26O

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat men1rurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan.



pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, serta

pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat menJrurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dal perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan dinas;

e. menJrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
f. menlrrsun lapor€rn keuangan

bulanan/ triwulanan/ semesteran dan akhir tahun
dinas;

g. melaksanakan pengelolaal dan tanggapan
pemeriksaan;

h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. meny'usun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

j. menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;
k. menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

L melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan...

-774-
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m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. men5rusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengarnanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah Pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penJrusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Teknologi dan Informatika

Pasal 261

(U Bidang Teknologi dan Informatika sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 254 huruf c dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2\ Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengelolaan domain dan sub domain serta keamanan

informasi dan persandian.

Pasal262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26L ayat {2l;, Bidang Teknologi dan Informatika

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan...
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b

a penyelenggaraan kebijakan teknis mempunyai tugas

terkait pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan

oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup

pemerintah daerah, serta penyelenggaraan persandian

untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat dan sub domain di lingkup

pemerintah daerah, serta penyelenggaraan persandian

untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan nama domain

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub

domain di lingkup pemerintah daerah, serta

penyelenggaraan persandial untuk pengamanan

informasi pemerintah daerah;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 263

Bidang Teknologi dan Informatika terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan

fungsi di bidang Teknologi dan Informatika.

Paragraf 5

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Pasal264

(1) Bidang Penyelenggaraan E-Gouemment sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 254 huruf d dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C

d

e

(2) Bidang...



(2) Bidang Penyelenggaraan E-Gouernment mempunyai

tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengelolaan informasi dan komunikasi publik,

pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi

informasi serta pengelolaart e-gouernment.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 264 ayat (21, Bidang Penyelenggaraan E-Gouernment

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan

informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah,

dan penyelenggaraan e-gouernment di lingkup

Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Pemerintah Daerah, dal penyelenggaraan e-gouernment

di lingkup Pemerintah Daeralr;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan informasi dan

komunikasi publik Pemerintah Daerah, dan

penyelenggaraan di lingkup Pemerintah Daerah;

d. penyusunan rekomendasi teknis pengendalian,

pengawas€rn dan evaluasi atas perizinan sistem

j aringan telekomunikasi;

e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 266

Bidang Penyeienggaraan E-Gouernmenl terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas dan

fungsi di bidang Penyelenggaraan E-Gouentment.

Paragraf 6. . .

-777-
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Paragraf 6

Bidang Statistik

PasaT 267

(1) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

254 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait pengumpulan dan pengolahaa

data statistik sektoral, dan peningkatan mutu statistik

daerah.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal267 ayat (21, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait

penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan statistik

sektoral di lingkup daerah;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 269

Bidang Statistik terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau

keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Statistik.

BAB XVI...
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BAB XVI

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN

PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 270

tl) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan

Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan

bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan urusan

bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah

yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah dan Perindustrian.

{21 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan

Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Orgarrisasi

Pasal 27 L

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah dan Perindustrian terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Koperasi;

d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM;

e. Bidang Perindustrian;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagran Ketiga...
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Bagian Ketiga

Ttrgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 272

(1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

Perindustrian memiliki tugas melaksanakan urusan

pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah, dan bidang perindustrian yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah dan Perindustrian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkatt izin usaha simpan

pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian

kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan

pinjam koperasi pendidikan dan latihan,

perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan

koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Usaha Menengah (UMKM), pengembangan

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

(UMKM), perencallaan pembangunan industri,

perizinan, sistem informasi industri nasional;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait rzir. usaha simpan

pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian

kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan

pinjam koperasi pendidikan dan latihan,

perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan

koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Usaha Menengah {UMKM), Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM),

perencanaan pembangunan industri, perizinan,

sistem informasi industri nasional;

c. pembinaan...
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C

e
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pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait izrn

usaha simpan pinjam, pengawasan dan

pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi

simpan pinjam / unit simpal pinjam koperasi

pendidikan dan latihan, perkoperasian

pemberdayaan dan perlindungan koperasi

pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Usaha Menengah (UMKM), pengembangan Usaha

Mikro, Usaha Keci-l dan Usaha Menengah (UMKM),

perencana€rn pembangrrnan industri, perizinan,

sistem informasi industri nasional;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan izin usaha

simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan,

penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam/

unit simpan pinjam koperasi pendidikan dal
latihan, perkoperasian pemberdayaan dan

perlindungan koperasi pemberdayaan Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM),

pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Usaha Menengah (UMKM), perencanaan

pembangunan industri, perizinan, sistem

informasi industri nasional;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f

Pasal 273

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf
a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana

strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi

pelaksanaan...

Paragral 2

Kepala Dinas



-t82-

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal272.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal274

(U Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

{21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendaapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 274 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraa"n administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

g. penyelenggaraan penyediaan jasa penudang lingkup

dinas;

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan..-
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penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dal kelancatan

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

k

I

m

Pasal276

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagial Administrasi dan Umum;

b. Subbagial Perencanaan dan Penganggaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2\ Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebaqaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal277

(1) Subbagran Administrasi dan Umum mempunyai tugas
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip,
pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaal
pelayanan umum dinas, pengadaan dan
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
pengelolaal administrasi keuangan dinas serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.
(2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun...
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p. melaksanakan...

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. men)rusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/

verifikasi keuangan dinas;

e. menyusun dan pelal<sanaan akuntansi dinas;

f. meny'usun laporan keuangan bulanan/

triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. menJrusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. menyusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarala dan prasararra gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. menyusun perencana€rn kebutuhan, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;
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p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta pen5rusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penlrrluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pemungutan dan penagihan

retribusi daerah;

y. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelalcaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 278

(1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaral mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. men5rusun dokumen perencanaan dinas;

b. menJrusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan

RKA-dinas;

c. menJ,rusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk alalisis;

f. melakukan...
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f. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. menJrusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan

kausal/fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;

j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan

lintas bidang;

l. menyusun perencanaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. men5rusun rancangan rencana €rnggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan anggaran dengan

mitra legislatif;

o. meiakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;

p. melaksalakan konsultasi dal koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaral pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragaf 4

Bidang Koperasi

Pasal 279

(1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

271 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait kelembagaan dan perizinan,

koperasi, penilaian Kesehatan, pengawasan dan

pemeriksaan
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pemeriksaan koperasi, pemberdayaan dan

perlindungan usaha koperasi serta monitoring evaluasi

data perkemban gan koperasi.

Pasal 280

Da-lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 279 ayat (21, Kepala Bidang Koperasi mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait

pengoordinasian perizinan di bidang koperasi,

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan

kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi,

pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi,

pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian

kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

koperasi, pemeriksaan dan pengawasan koperasi,

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;

b. penyelenggaraar pemerintahan daerah terkait

pengoordinasian perizinan di bidang koperasi,

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan

kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi,

pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi,

pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian

kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

koperasi, pemeriksaan dan pengawasan koperasi,

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengoordinasian perizinan di

bidang koperasi, pembukaan kantor cabang, cabang

pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam

untuk koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian

bagr koperasi, pemberdayaan dan perlindungan

koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam koperasi; pemeriksaan dan

pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit

simpan pinjam koperasi;

d. pelaksanaan...
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun }ronzontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

e

Pasal 281

Bidang Koperasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

yang melalsanakan tugas sesuai keterampilan atau

keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Koperasi.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

Pasal 282

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 271 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah pemberdayaan

dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM).

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 282 ayat (21, Kepala Bidang Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait

pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui

pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan,

penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku...
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pemangku kepentingan, serta pengembangan usaha

mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha

menjadi usaha kecil;

penyelenggaraan pemerintahan daera-h terkait
pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui

pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan,

penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para

pemangku kepentingan serta pengembangan usaha

mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha

menjadi usaha kecil;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pemberdayaan usaha mikro
yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,

kemudahan pertzinan, penguatan kelembagaan dan

koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta
pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

c

e

d

Pasal 284

Bidang Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas kelompok Jabatan
Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan
atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM).

Paragraf 6

Bidang Perindustrian

yang...

Pasal 285

(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 271 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
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yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

12\ Bidang Perindustrian mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengelolaan

Sistem Informasi Industri, serta Pengendalian izin

usaha Industri.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 285 ayat (21, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pen]'usunan

dan evaluasi rencana pembangunan industri,

penyediaan informasi industri untuk informasi industri

untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI, penerbitan izin usaha

industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin

usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan

kawasan industri (IPKI) berbasis sistem informasi

industri nasional (SIINAS);

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan

industri, penyediaan informasi industri untuk

informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI'

penerbitan izin usaha industri (IUI), Din perluasan

usaha industri (IPU!, izin usaha kawasan industri

(IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)

berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS);

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaal tugas terkait penJrusunan dan evaluasi

rencana pembangunan industri, penyediaan informasi

industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI

dan IPKI, penerbital izin usaha industri (IUI), izin

perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan

industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri

(IPKI) berbasis sistem informasi industri nasional

(srrNAS);

d. pelaksanaan...
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksalaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

e

Pasal 287

Bidang Perindustrian terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Perindustrian.

BAB XVII

DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 288

(1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana

urusan bidang tenaga kerja dan urLlsan bidang

transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

(2\ Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 289

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

a, Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perencanaal Dan Produktivitas Tenaga Keq'a;

d. Bidang Hubungan Industrial;

e. UPTD; dan

f. Kelompok...
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f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagran Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Pasal 29O

(1) Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas melaksanakan

urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang

Transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

{21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait Pelatihan Kerja dan

Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga

Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait Pelatihan Kerja dan

Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga

Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan

Kawasan Transmigrasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial

dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial

dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan pengangg ar arl, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan...

Paragraf 1

Umum
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pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 29 1

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf
a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29O guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal292

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggararl, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 292 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggara€Ln administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

t.

e. penyelenggaraa!...
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penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

penyelenggaraal pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang u.rusan pemerintahan daerah;

penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

Iaksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

f

h

J

k

I

m

PasaT 294

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan

Organisasi;

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 295...
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Pasai 295

(1) Kepala Subbagran Administrasi, Kepegawaian dan

Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata

laksana dinas, surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

administrasi kepegawaian, administrasi umum,

pengelolaan pelayanan umum dinas dan pengadaan

serta penatatausahaan barang milik daerah pada dinas.

l2l Da-lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (U, Kepala Subbagian Administrasi,

Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis struktur/ kelembagaan/

tatalaksana/ proses bisnis yang efektif untuk
instansi pemerintah;

b. menJrusun pedoman dan petunjuk teknis,

ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan

hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan

pelayanan publik;

d. melaksanakan penyediaan administrasi

pelaksanaan tugas ASN (ASN);

e. Melatsanakan penyiapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

f. menyusun data dan pengelolaan administrasi

kepegawaian pada dinas;

C. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis

terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penJrusunan kebutuhan ASN

(ASN);

i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,

rencana redistribusi pegawai atau proyeksi

kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta

jabatan ASN (ASN);

j. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan ASN (ASN);

l. menl'usun...
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1. men5rusun rencana pengembangan individu
pegawai (irudiuidual deuetopment planl ;

m. men)rusun peta strategi (strategg mapl unit
kerj a/ organisasi/ instansi pemerintah ;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai;

o. men5rusun dan mengelola jasa surat men5rurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

p. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

q. men5rusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

r. men5rusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

s. men5rusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan ;

t. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

u. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

v. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

w. men1rusun perenca-naan kebutuhan, pengadaan,

pengcrmanan, penilaian, pembinaan dan

pelaporan barang milik daerah pada dinas;

x. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

y. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

z. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun hor:znntal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

aa. melaksanakan...
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aa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 296

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

tugas pelaksana€rn, monitoring dan evaluasi terkait
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
perenc€rnaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja,

pengelolaan administrasi keuangan dinas, dan

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

l2l Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dokumen perencanaan dinas;

b. menlmsun dokumen RKA-dinas dan perubahan

RKA- dinas;

c. menyusun DPA- dinas dan perubahan DPA- dinas;

d. men5rusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebljakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. menyusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/

fungsional;

i. mengrji alternatif kriteria dan model;

j. men5,rrsun perenczrnaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaar program dan kegiatan

lintas bidang;

1. menyusun perencanaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. menyusun rancangan rencana anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan .mggaran dengan

mitra legislatif;

o. melakukan...
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o. melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup
dinas;

p. melaksanakan perencanaa.n pengelolaan retribusi
daerah;

q. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta pen5rusunan kebijakan

retribusi daerah;

r. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

s. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

t. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

u. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

v. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

w. menJrusun dan pembayaran gaji dan tunjangarl

ASN (ASN);

x. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/

verifikasi keuangan dinas;

y. men5rusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

z. menJrusun laporan keuangan bulanan/

triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;

aa. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

bb. menJrusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

cc. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4...
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Paragral 4

Bidang Perencanaan dan ProdulrtMtas Tenaga Kerja

Pasal 297

(1) Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf c
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Perencanaan dan Froduktivitas Tenaga Ke{a

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait perencanaan, penempatan, Produktivitas tenaga

kerja dan transmigrasi.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasil 297 ayat (21, Bidang Perencanaan dan Produktivitas

Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait Pelayanan

Antar kerja di Daerah, Pengelolaan Informasi Pasar

Kerja, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra

dan Purna Penempatan), Penerbitan Perpanjangan Izin

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi

Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota, Penyusunan Rencana

Tenaga Kerja (RTK), Penataan Persebaran Penduduk

yang Berasal dari 1 (satu) Daerah, Pelaksalaan

Pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan

l,embaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi

Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran

Produktivitas Tingkat Daerah;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

Pelayanan Antar kerja di Daerah, Pengelolaan Informasi

Pasar Kerja, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

(PMI) (Pra dan Purna Penempatan), Penerbital

Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) yang Lokasi Ke{a dalam 1 (satu) Daerah Kota,

Pen1,usunan...
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Penyusunan Rencana Tenaga Ke{a (RTK), Penataan

Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu)

Daerah, Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit

kompetensi, Pembinaal Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta, Perizinar. dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan

Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan

Kecil, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait Pelayanan Antar kerja di

Daeralt, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja,

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan

Purna Penempatan), Penerbitan Perpanjangan lzin

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi

Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota, Penyusunan Rencana

Tenaga Kerja (RTK), Penataan Persebaran Penduduk

yang Berasal dari 1 (satu) Daerah, Pelaksanaan

Pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan

l,embaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi

Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran

Produktivitas Tingkat Daerah;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinYa.

Pasal 299

Bidang Perencanaan Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri

atas kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan

tugas sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang

tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Dan Produktivitas

Tenaga Kerja.

Paragraf 5...
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Paragraf 5

Bidang Hubungan Industrial

Pasal 3OO

(1) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 289 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidarg Hubungan Industria,l mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait bina

perusahaan dan pencegahan, penyelesaian perselisihan

dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 300 ayat (21, Bidang Hubungan Industrial mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait Pengesahan

Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama untuk Perusahaan, serta Pencegahan

dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

Pengesahan Peraturan Perusahaal dan Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan, serta

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait Pengesahal Peraturan

Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

untuk Perusahaan, serta Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan

Penutupan Perusahaan;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi darl kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan...
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e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3O2

Bidang Hubungan Industrial terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Hubungan Industrial.

BAB XVIII

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3O3

(1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu merupakan unsur pelaksana urusan bidang

penanaman modal dan fungsi penunjang pelayanan

terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah

yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

l2l Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 304

Susunan Organisasi Dinas Penanaman

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atasi:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

Modai dan

c. UPTD
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c. UPTD; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

T'rlgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 305

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu memiliki tugas membaltu kepala daerah

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

penanam€rn modal dan penyelenggaraan perizinan

berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. peny.rsunan dan perumusan kebijakan di bidang

pengembangan iklim penan€unan modal, kerja

sama pen€rnaman modal, promosi penanaman

modal, pelayanan penanaman modal,

pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

serta data dan sistem informasi penanaman

modal;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan

iklim penanaman modal, kerja sama penanamurn

modal, promosi penanaman modal, pelayanan

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan

penzrnarnan moda,l, serta data dan sistem

informasi penan€rman modal;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan iklim penanaman modal, ke{a

sama penanaman modal, promosi penanaman

modal, pelayalan penanaman modal,

pengendalian...
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pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

serta data dan sistem informasi penanarnan

modal;

pelalsanaan administrasi dinas di pengembangan

iklim penanaman modal, kerja sama penanaman

modal, promosi penanaman modal, pelayanan

penanaman modal, pengendalian pelaksanaan

penanaman modal, serta data dan sistem

informasi penarrzrman modal;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2

Kepala Dinas

Pasal 306

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf
a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunal daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 307

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perenc€rnaan, penganggaran, manajemen

risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan

d

e

f.

kelembagaan...
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kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,

kehumasan dan kerja sama.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 307 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencana€ur, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraal administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

i. penyelengga-raan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan pubtik serta pengelolaan

kepegawaian;

j. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinYa.

Pasal 309

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional'

l2l Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan...
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 310

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, serta

pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat men5rurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. men5rusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN (ASN);

d. melaksa:rakan penatausahaan dan

pengujian/verifikasi keuangan d inas;

e. men5rusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. men1rusun laporan keuangan

bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun

dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. men5rusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi a.nggara"n;

i. men5rusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

J. men)rusun...
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menyusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

men5rusun perencanaan kebutuhal, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penyusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinal sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XIx

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3 1 1

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur

pelaksana urusan bidang kepemudaan dan olahraga

J

k

1

m

n

o

p

q

r

S

yang...
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yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

(21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 312

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kepemudaan;

d. Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi;

e. Bidalg Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Ttgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasa-l 3 13

(1) Dinas Kepemudaan dal Olahraga memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah berdasarkarr asas otonomi dan

tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan

Olahraga mempunyai fungsi:

a. perumusan...
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perumusan kebijakan terkait kepemudaan,

keolahragaan, dan kepramukaan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait kepemudaan,

keolahragaan, dan kepramukaan;

pembinaan dan pelaksanaal tugas terkait

kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dafl kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral2

Kepala Dinas

Pasal 314

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf

a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah'

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 315

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

a

b

C

d

e

f

aset...
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aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 315 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraal perenc€rna€rn, pengcrnggaran, dan

evaluasi kine{a dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangal dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas;

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraart kehumasan dan kerja sama;

l. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dal
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinYa.

Pasal 3 17

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian...
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(21 Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dipimpin oleh seorang Kepala Subbaggian. yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 318

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas'

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunYai uraian tugas:

a. men]rusun dan mengelola jasa surat men]rurat'

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan PerlengkaPan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. men)'usun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/

verifikasi keuangan dinas;

e. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. men5msun laporan keuangan bulanan/

triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;

C. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. men5rusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

1- menvLlsun. ..
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i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. menyusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan ;

l. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksa-nakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

penJrusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakanperencanaurnpengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakal analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penJrusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

y. melaksanakan...
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melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horiznntil guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kepemudaan

Pasal 319

(1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 12 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Kepemudaan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

kepemudaan, organisasi kepemudaan, dan

kepramukaan.

pemuda...

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 319 ayal (21, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyadaran,

pemberdayaan, dal pengembangan pemuda dan

kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha

muda pemula, dan pemuda kader, pemberdayaan dan

pengembangan organisasi kepemudaan, dan bidang

kepramukaan;

b. penyelenggaraal pemerintahan daera-h terkait

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan

pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor,

wirausaha muda pemula, dan pemuda kader,

pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan, dan bidang kepramukaan;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penyadaran, pemberdayaan,

dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap
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pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda

kader, pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan, dan bidang kepramukaan;
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun hoizontaT guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32 1

Bidang Kepemudaan terdiri atas kelompok Jabatan
Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Kepemudaan.

Paragraf 5

Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Pasal 322

(U Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf d

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait olahraga rekreasi dan organisasi olahraga, dan

olahraga prestasi dan kejuaraan olahraga.

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 322 ayat (21, Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga

Rekreasi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait

penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan

pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan

pengembangan...
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pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan

pengembangan olahraga rekreasi;

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

penyelenggaraan kejuaraal olahraga, pembinaan dan

pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan

pengembangan organisasi olahraga, pembinaan;

penyelenggaraatl monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan monitoring,

evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait

penyelenggaraan kejuaraal olahraga, pembinaan dan

pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan

pengembanga-n organisasi olahraga, pembinaan dan

pengembangan olahraga rekreasi;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

c

e

d

Pasal 324

Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi terdiri atas

kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas

sesuai keterampi-lan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga

Rekreasi.

Paragraf 6

Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana

Pasal 325

(1) Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf e

dipimpin oleh seorurng Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang...
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(21 Bidang Olahraga Pendidikal dan Sarana Prasarala

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait olahraga pendidikan dan sarana dan prasarana

olahraga.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 322 ayat (21, Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana

Prasarana mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakal teknis terkait pembinaan

dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang

pendidikan yang menjadi kewenangan daerah serta

sarana dan prasarana olahraga;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan

pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan

daerah serta sarana dan prasarana olahraga;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pembinaan dan

pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang

pendidikan yang menjadi kewenangan daerah serta

sarana dan prasarana olahraga;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 327

Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana terdiri

atas kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan

tugas sesuai keterampilan atau keahliar sebagai penunjang

tugas dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana

Prasarana.

BAB XX...
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BAB XX

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 328

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur

pelaksana urusan bidang perpustakaan dan urusan

bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah

yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.

(21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 329

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. BidangPerpustakaan;

d. Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip;

e. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga...



-278-

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 33O

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas

melaksanakan urLlsan pemerintahan bidang

perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang

kearsipan yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

(2\ Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas perpustakaan dan
Kearsipan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan arsip,
pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi
dan sertilikasi, formasi arsiparis, perizinan,
pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi
nasional dan naskah kuno, dan sertilikasi
pustakawan dan akreditasi pendidikan dan
pelatihan perpustakaan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait pengelolaan arsip,
pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi
dan sertifikasi, formasi arsiparis, pervinan,
pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi
nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi
pustakawan dan akreditasi pendidikan dan
pelatihan perpustakaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan

arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis,
perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian

koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi

pustakawan...
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pustakawan dan akreditasi pendidikan dan

pelatihan perpustakaan ;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan

arsip, akreditasi dan sertilikasi, formasi arsiparis,

perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian

koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi

pustakawan dan akreditasi pendidikan dan

pelatihan perpustakaan;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perenc€rnaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral2

Kepala Dinas

Pasal 331

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf
a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 332

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329

hurrrf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

l2l Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, keuangan dan pengelolaan aset,

d

e

f.

pengemb€rngan
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 332 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perenc€rnaan, penganggaran, dan

evaluasi kineq'a dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keualgan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

C. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

i. penyelenggaraurn pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

j. penyelenggaraan kehumasan dan Kerja sama;

k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 334

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

l2l Subbagial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
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pengembangan kelembagaan dan tata laksana
pelayanan publik, kehumasan, dan kerja sama.

berkedudukan...
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berkedudukan di bawah dan bertalggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 335

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, serta

pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. men5rusun dan mengelola jasa surat menyurat;

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa

peralatan dan PerlengkaPan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. men5rusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/

verifikasi keuangan dinas;

e. menlrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. men5,'usun laporan keuangan bulanan/

triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. men5rusun pelaporan dan analisis progrrosis

realisasi anggaran;

i. menl'usun dan mengelola jasa pelayanart umum

dinas;

J. menlrusun...
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j. menJrusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan;

1. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. menlrusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengalnanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. mela-ksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah Pada dinas;

r. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragaf 4

Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

Pasal 336

(1) Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf c

dipimpin oleh seor€mg Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang...



-223-

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 336 ayat (21, Bidang Pelindungan dan Penyelamatan

Arsip mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pemusnahan

arsip dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki

retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, perlindungal dan

penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala

daerah, penyelamatan arsip perangkat daerah yang

digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah

kecamatan dan desa/kelurahan, autentikasi arsip

statis dan arsip hasil alih media daerah, pencarian arsip

statis yang dinyatakan hilang serta pelayanan izin

penggunaan arsip yang bersifat tertutup;

b. penyelenggaraan pemerintahal daerah terkait terkait

pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah

yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun,

perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

yang berskala daerah, penyelamatan arsip perangkat

daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan

pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan,

autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media

daerah, pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang

serta pelayan an izin penggunaan arsip yang bersifat

tertutup;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pemusnahan arsip

dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi

di bawah 1O (sepuluh) tahun, perlindungan dan

penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala

daerah, penyelamatan arsip perangkat daerah yang

digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah

kecamatan...

12) Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

mempunyai tugas pemusnahan, pelindungan,

penyelamatan arsip autentikasi, pencarian arsip dan

pelayanan izin penggunaan arsip.
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kecamatan dan desa/kelurahan, autentikasi arsip

statis dan arsip hasil alih media daerah, pencarian arsip

statis yang dinyatakan hilang serta pelayanan izin

penggunaan arsip yang bersifat tertutup;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

e

Pasal 338

Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri atas

kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas

sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pelindungarl dan Penyelamatan Arsip.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Pasal 339

(1) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 329 huruf d dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

\2) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip mempunyai

tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengelolaan arsip statis dan dinamis daerah serta

pengelolaan informasi kearsipan.

Pasal 34O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 339 ayat (2), Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

mempunyai fungsi:

a. penyelenggara€Ln kebijakan teknis terkait pengelolaan

arsip statis dan dinamis daerah serta pengelolaan

simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat

daerah;

b. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan arsip statis dan dinamis daerah serta

pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan

nasional tingkat daerah;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan arsip statis dan

dinamis daerah serta pengelolaan simpul jaringan

informasi kearsipan nasional tingkat daerah;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

c

d

e

Pasal 341

Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip terdiri atas

kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas

sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip.

Paragraf 6

Bidang Perpustakaan

Pasal 342

(1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 329 huruf e dipimpin oleh seoralg Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2\ Bidang Perpustakaan mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pengelolaan perpustakaan dan pembudayaa.n gemar

membaca, serta pelestarian koleksi nasional dan

naskah kuno.

Pasal 343...
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Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 342 ayat (2), Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan

perpustakaan tingkat daerah, pembudayaan gemar

membaca, pelestarial naskah kuno milik daerah, dan

pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang

ditemukan oleh pemerintah daerah;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan perpustakaan tingkat daerah,

pembudayaan gemar membaca, pelestarian naskah

kuno milik daerah, dan pengembangan koleksi budaya

etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah

daerah;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan perpustakaan

tingkat daerah, pembudayaan gemar membaca,

pelestarian naskah kuno milik daerah, dan

pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yarrg

ditemukan oleh pemerintah daerah;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai rugas dan fungsinya.

Pasal 344

Bidang Perpustakaan terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Perpustakaan.

BAB XXI...
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BAB XXI

DINAS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 345

(1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana

urlrsan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan

daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perdagangan.

(2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagran Kedua

Susunan 0rganisasi

Pasal 346

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pengembangan Ekspor, Dan Pemasaran

Produk Dalam Negeri;

d. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan;

e. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 347

(1) Dinas Perdagangan memiliki tugas melaksanakan

urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang

menjadi...
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menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(21 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perdagangan

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait perizinan dan

pendaftaran perusahaan, sarana distribusi

perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan

pokok dan barang penting, pengembangan ekspor,

serta standarisasi dan perlindungan konsumen;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait perizin.an dan

pendaftaran perusahaan, sarana distribusi

perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan

pokok dan baralg penting, pengembangan ekspor

serta standarisasi dan perlindungan konsumen;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana

distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting,

pengembangan ekspor, serta standarisasi dan

perlindungan konsumen;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana

distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan baralg penting,

pengembangan ekspor serta standarisasi dan

perlindungan konsumen;

e. pelatsanaan kesekretariatan dinas terkait

perenc€rnaan dan penganggaran, administrasi dan

umum serta kepegawaian dan organisasi; dan

f. pelalsanaan fungsi lain yang diberikarr oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2...
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Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 348

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf

a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 347 gana pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Paragaf 3

Sekretariat

Pasal 349

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2\ Sekretariat mempunyai tugas melaksalakan

pengelolaan perenc€ulaan, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama'

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 349 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraanadministrasikeuangandinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

g. penyelenggaraai...
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g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas;

h. penyelenggara€rn layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;

1. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan keiancaran

pelaksanaan tugas; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 352

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayanan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan

Pasal 351

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum;

b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (U huruf c melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.
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pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (i), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat men5rurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menJrusun dan pembayaran gaji dan tunjangan

ASN (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verilikasi keuangan dinas;

e. men5rusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. menyusun laporan keuangan

bulanan/triwulanan/ semesteran dan akhir tahun
dinas;

C. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan
pemeriksaan;

h. men5rusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

j. menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

pera-latan dal perlengkapan kantor;
k. menJrusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahal logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

1. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

n. melaksanakan
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Pasal 353

(1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai

tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
perencana€rn, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

(2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dokumen perencanaan dinas;

b. menyusun...

n. melaksanakan dukungan pelaksalaan sistem

pemerintahan berbasis elelrtronik pada dinas;

o. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan,

pengarnanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakanperencanaan pengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penJrusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanalan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pemungutan dan penagihan

retribusi daerah;

y. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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b. men5rusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan

RKA-dinas;

c. men)'usun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

d. men1rusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

f. melakukan riset kebijakan untuk menghasi-lkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

g. men,'usun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;

h. men5rusun alternatif dan model hubungan

kausal/fungsional;

i. mengrrji alternatif kriteria dal model;

j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkuP dinas;

k. men5rustrn perencanaan program dan kegiatan

lintas bidang;

l. menyusun perencanaan program dan kegiatan

lingkup dinas;

m. menyusun rancangan rencana anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap

proses dan hasil pembahasan anggaran dengan

mitra legislatif;

o. melakukan pengendatian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup

dinas;

p. melaksalakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4.. .
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Paragraf 4

Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk

Hukum Dalam Negeri

Pasal 354

(1) Bidang Pengembalgan Ekspor, dan Pemasaran Produk

Dalam Negeri sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 346

huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pengembangan Ekspor, dan Pemasaran Produk

Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait pengembangan ekspor,

penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta

fasilitasi usaha perdagangan.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 354 ayat (21, Bidang Pengembangan Ekspor, dan

Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelaksanaan

promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, penerbitan bin pengelolaan pasar

rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko

swalayan, penerbitan tanda daftar gudang,

pengendalian penyimpanan dan pengawasan distribusi

bahan berbahaya, penerbitan surat keterangan asal,

serta penerbitan surat izin usaha perdagangarl

minuman beralkohol;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan

penggunaan produk dalam negeri, penerbitan izin

pengelolaan pasar ra\rat, pusat perbelanj aan dan izin

usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang,

pengendalian penyimpanan dan pengawasan distribusi

bahan berbahaya, penerbitan surat keterangan asal,

serta, . .
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c

serta penerbitan surat izin usaha perdagangan

minuman beralkohol;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan promosi,

pemasar€rn dan peningkatan penggunaan produk

dalam negeri, penerbitan izin pengelolaan pasar ra}ryat,

pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan,

penerbitan tanda daftar gudang, pengendalian

penyimpanan dan pengawasan distribusi bahan

berbahaya, penerbitan surat keterangan asal, serta

penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman

beralkohol;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 356

Bidang Pengembangan Ekspor Dan Pemasaran Produk

Dalam Negeri terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang

melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau keahlian

sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Pengembangan Ekspor Dan Pemasaran Produk Dalam

Negeri.

Paragraf 5

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 357

(1) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 346 huruf d dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai

tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Distribusi...
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Distribusi Perdagangan serta Pembinaan Pengelola

Distribusi Perdagangan Pasar Rakyat dan Pedagang

Kaki Lima.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 358 ayat (21, Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Distribusi Perdagangan serta Pembinaan Pengelola

Distribusi Perdagangan Pasar Ralryat dan Pedagang

Kaki Lima.

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Distribusi Perdagangan serta Pembinaan Pengelola

Distribusi Perdagangan Pasar Rallyat dan Pedagang

Kaki Lima.

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait Pembangunan dan

Pengeloiaan Sarana dan Prasarana Distribusi

Perdagangan serta Pembinaan Pengelola Distribusi

Perdagangan Pasar Rakyat dan Pedagang Kaki Lima.

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 359

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan terdiri atas kelompok

Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai

keterampilaa atau keahlian sebagai penunjang tugas dan

fungsi di bidang Sarana Distribusi Perdagangan.

Paragraf 6. . .



-237 -

Paragraf 6

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan

Pasal 360

(1) Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf e

dipimpin oleh seor€rng Kepala Bidang yartg

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait ketersediaan barang pokok dan penting; serta

pengendalian dan pengawasan barang pokok dan

penting.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 360 ayat (21, Bidang Pelayanan dan Pengembangan

Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait ketersediaan

baralg kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat

daerah, pengendalian harga dan stok barang

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar,

serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di

tingkat daerah;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

ketersediaan barang kebutuhal pokok dan barang

penting di tingkat daerah, pengendalian harga dan stok

barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat

pasar, serta pengawasan pupuk dan pestisida

bersubsidi di tingkat daerah;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait ketersediaan barang

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah,

pengendalian harga dan stok baralg kebutuhan pokok

dan barang penting di tingkat pasar, serta pengawasan

pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah;

d. pelaksanaal...
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 362

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan terdiri

atas kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan

tugas sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang

tugas dan fungsi di bidang Pelayanan dan Pengembangan

Perdagang.

BAB )OflI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasa-l 363

(1) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata merupakan unsur

pelaksana urLlsan bidang kebudayaan dan urusan

bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah

yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

(21 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah.

Bagran Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 364

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

e

b. Sekretariat...
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b. Sekretariat;

c. Bidang Seni dan Budaya;

d. Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar

Budaya;

e. Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata;

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsiona-l.

Bagian Ketiga

T\rgas dan Fungsi

Paragraf I
Umum

pengembangan...

Pasal 365

(U Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata memiliki tugas
melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang

Pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembaltuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata mempunyai fungsi:

a. perumus€rn kebljakan terkait kebudayaan,

kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya,
perrnuseuman, destinasi pariwisata, pemaszrran

pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif
melalui pemanfaatan dan perlindungan hak
kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum terkait kebudayaan, kesenian

tradisional, sejarah, cagar budaya, pernuseuman,

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,
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pengembangan ekonomi kreatif melalur

pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan

intelektual, dan pengembangan sumber daya

pariwisata dan ekonomi kreatif;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait

kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar

budaya, pennuseuman, destinasi pariwisata,

pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi

kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak

kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber

daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar

budaya, permuseuman, destinasi pariwisata,

pemasaran pariwisata, pengembalgan ekonomi

kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak

kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber

daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait

perencanazrn dan penganggaran, administrasi dan

umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d

e

f.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 366

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf
a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 guna pencapaian

t rjuan dal sasaran pembangunan daerah.

Paragraf 3. . .
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Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 367

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364

huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencana€rn, penganggaran, manajemen

resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

kepegawaian, pengelolaan pendapatal, keuangan dan

aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 367 ayat (21, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa

lingkup dinas;

i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urLtsuul pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata

laksana pelayanan publik serta pengelolaan

kepegawaian;

k. penyelenggaraan...
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penyelenggaraan kehumasan darr kerja sama;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

1

m

Pasal 369

(1) Sekretariat, terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Umum; dal
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

l2l Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai

keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi sekretariat.

Pasal 370

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan

pelayalan umum dinas, pengadaan dan

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta

administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum

mempunyai uraian tugas:

a. menJrusun dan mengelola jasa surat menyurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menyusun...



-243-

c. men3rusun dan pembayaran gaji dan tunjang€rn

ASN (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujianl

verifikasi keuangan dinas;

e. menJrusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. menJrusun laporan keuangan bulanan/

triwulanan/ semestera.n dan akhir tahun dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan

pemeriksaan;

h. men5rusun pelaporan dan analisis prognosis

realisasi anggaran;

i. men5rusun dan mengelola jasa pelayanan umum

dinas;

j. menJrusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;

k. men5rusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan ;

1. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan

kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;

m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat

koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem

pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

o. men5rusun perenca.naan kebutuhan, pengadaan,

penga"manarr, penilaial, pembinaan dan pelaporan

barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan

pen5rusunan laporan barang milik daerah pada

dinas;

q. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan

barang milik daerah pada dinas;

r. melaksanakanperencanaan pengelolaan retribusi

daerah;

s. melaksanakan.
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s. melaksanakan analisa dan pengembangan

retribusi daerah, serta penJrusunan kebijakan

retribusi daerah;

t. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan

kebijakan retribusi daerah;

u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek

retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi

daerah;

y. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 371

(1) Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf

c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar

Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan

kebdakan daerah terkait Pengelolaan Cagar Budaya,

Permuseuman dan Pembinaan Sejarah Lokal.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 371 ayat (21, Bidang Pembinaan Sejarah dan

Pelestarian Cagar Budaya mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pembinaan

sejarah lokal dalam, penetapan cagar budaya,

pengelolaan...

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya
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pengelolaan cagar budaya dan permuseuman serta

perumusan kebijakan pertzinan di bidang cagar

budaya;

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pembinaan sejarah lokal dalam, penetapan cagar

budaya, pengelolaan cagar budaya dan permuseumal

serta perumusan kebijakan peizinan di bidang cagar

budaya;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pembinaan sejarah lokal

dalam, penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar

budaya dan permuseuman serta perumusan kebijalan
perizinan di bidang cagar budaya;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

c

d

e

Pasal 373

Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya

terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yal;.g

melaksanakan tugas sesuai keterampilan atau keahlian

sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang Pembinaan

Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya.

Paragraf 5

Bidang Seni dan Budaya

Pasal 374

(1) Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 364 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas

menyelenggarakan kebijakan daerah terkait

pengelolaan...
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pengelolaan kebudayaan dan pelestarian dan
pembinaan kesenian.

Pasal 375
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 374 ayat (21, Bidang Seni darl Budaya mempunyai
fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan

kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional,
pembinaan lembaga adat;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
pengelolaan kebudayaan, pelestarian kesenian

tradisional, pembinaan lembaga adat;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan kebudayaan,
pelestarian kesenian tradisional, pembinaan lembaga

adat;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksaaaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 376

Bidang Seni dan Budaya terdiri atas kelompok Jabatan

Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai keterampilan

atau keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Seni dan Budaya.

Paragraf 6

Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 377

(1) Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf e

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan...
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah

terkait peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan

pemasaran pariwisata.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

PaseJ 377 ayat (2), Bidang Destinasi dan Pemasaran

Pariwisata mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan

daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis

pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata,

perumusan kebijakan perizinan di bidang pariwisata,

dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya

tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait

pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan

strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata,

pemmusan kebijakan perizinan di bidang pariwisata

usaha pariwisata daerah, dan pemasaran pariwisata

dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan

kawasan strategis pariwisata;

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait pengelolaan daya tarik

wisata, pengelolaan kawasal strategis pariwisata,

pengelolaan destinasi pariwisata, perLrmusan kebijakan

perizinan di bidang pariwisata usaha pariwisata daerah,

dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya

tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal

maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 379...
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Pasal 379

Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata terdiri atas

kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas

sesuai keterampilan atau keahlian sebagai penunjang tugas

dan fungsi di bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata.

Paragraf 7

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Pasal 38O

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

364 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(21 Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan

kebijakan daerah terkait penyediaan prasarana dan

pengembangan ekosisistem ekonomi kreatif dan

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi

kreatif.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 380 ayat (2), Bidang Pengembangan Sumber Daya

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyediaan

prasarana {zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif)

sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi

bagi insan kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi

kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat

dasar;

b. penyelenggara€rn pemerintahan daerah terkait
penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatlf /kota
kreatif| sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan

berinteraksi.
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berinteraksi bagr insan kreatif, pengembangan
ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif tingkat dasar;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyediaan prasarana (zona
kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang
berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan
kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif,
pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun lloitzontal guna sinkronisasi dan kelancaran

pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 382

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

yang melaksanakal tugas sesuai keterampilan atau

keahlian sebagai penunjang tugas dan fungsi di bidang

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

BAB XXIII

UPID, UOBK, UOBF dan Satuan Pendidikan

Pasal 383

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau

tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas

dapat dibentuk UPTD Dinas.

(21 Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pada Dinas Kesehatan terdapat UOBK dan/atau

UOBF yang memberikal layanan secara profesional.

(3) Selain UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pada Dinas Pendidikan terdapat Satuan Pendidikan

d

e

yang...
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yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal,

non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis

Pendidikan.

(4) Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Dinas, UOBK,UOBF

dan Satual Pendidikan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Wali Kota.

BAB XXIV

KELOMPOK JAE}ATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 384

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian

atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(21 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah

Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau

jenjang keahlian.

(3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis bebal

kerja.

(4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV

TATA KERJA

Pasal 385

Tata Kerja Dinas dilaksanakan sesuai Sistem Kerja dan

Prinsip Tata Keda.

Pasal 386...
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Pasal 386

(1) Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385

terdiri atas:

a. Mekanisme Kerja; darr

b. Proses Bisnis Perangkat Daerah.

(21 Ketentuan mengenai Mekanisme Kerja dan Proses

Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 387

Prinsip Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385

meliputi:

a. prinsip berjenjang;

b. prinsip koordinasi; dan

c. integrasi dal sinkronisasi.

Pasal 388

Implementasi Prinsip tata kerja sebagaimana dimaksud ayat

(1) diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepa1a Seksi bertanggung jawab memimpin dal
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya I Kelompok Jabatan

Fungsionalnya.

b. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepala Seksi dilaksanakan dengan mengawasi

bawahannya / kelompok Jabatan Fungsionalnya

masing-masing dan jika terjadi penyimpangan harus

mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

c. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan

menyampaikan laporal berkala tepat pada waktunya.

d. Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan

pelaksana dapat bekeq'a secara individu dan/ atau

dalam



-252-

dalam tim kerja dengan mengedepankan

profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi

berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.

e. Selain melaksanakan tugas jabatannya, Pejabat

Fungsional dan pelaksana dapat diberikaan penugasan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepala Seksi dari bawahannya diolah dan

dipergunakan sebagai bahan untuk pen5rusunan

laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada

bawahannya / kelompok jabatan fungsionalnya.

C. Sekretaris dalam menyampaikan laporan kepada

Kepala Dinas, tembusan laporan disampaikan kepada

Bidang terkait.

h. Kepala Bidang dalam menyampaikan laporan kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tembusan

laporan disampaikan kepada Bidang terkait.

i. Kepala Subbagian dalam menyampaikan laporan

kepada Sekretaris, tembusan laporan disampaikan

kepada Subbagian terkait.

j. Kepala Seksi dalam menyampaikan laporan kepada

Kepala Bidang, tembusan laporan disampaikan kepada

Seksi terkait.

k. Dalam melaksalakan tugas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dibantu oleh

pejabat dan pegawai / kelompok jabatan fungsional di

bawahnya/ dan dalam rangka pemberian bimbingan

kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan

rapat berkala.

Pasal 389

Bagan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagial tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XXVI...
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BAB XXVI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39O

(1) Selain Kelompok Jabatan Fungsional terdapat juga

Kelompok Jabatan Pelaksana di Dinas.

(21 Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala

Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ti)
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis

beban kerja.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 391

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini

berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

dilantiknya pejabat yang baru;

b. kedudukan, slrsunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja Dinas berdasar Peraturan Wali Kota ini

dilaksanakan mulai tanggal L Januari 2A24.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 392

Pada saat Peraturan Wali Kota ini menjadi dasar

pelaksanaan kedudukan, susLlnan organisasi, tugas dan

fungsi
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fungsi serta tata kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 391 huruf b, maka:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 4O Tahun 2O2l tentar.g

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi

Serta Tata Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta

Tahun 2021 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku;

b. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2O2l tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta (Berita

Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 621 tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Wali Kota ini;

c. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 terrtang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\-rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta' Tahun 2022

Nomor 26) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Wali Kota ini;

d. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Keda Pusat Kesehatal

Masyarakat (Berita Daerah Kota Surakart a Tahllrr 2O22

Nomor 271 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Wa,li Kota ini; dan

e. Peratural Wali Kota Nomor 16.1 Tahun 2022 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita

Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 38) tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peratural Wali Kota ini.

Pasal 393...
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Pasal 394

Kota ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 23 Juni- 2023

RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 23 Jun]- 2023

I\H S "6" KOTA SURAKARTA,
o

s
TA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 22

.I

\\1t



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR L2 TAHUN 2023

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

BAGAN ORGANISASI DINAS DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI

1. DINAS PENDIDIKAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN

NONFORMAL

BIDANG PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN

BIDANG PENDIDIKAN
DASAR SEKOLAH DASAR

BIDANG PENDIDIKAN
DASAR SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA

SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI

SEKSI MANAJEMEN DAN
PENINGKATAN MUTU

SEKOLAH DASAR

SEKSI MANAJEMEN DAN
PENINGKATAN MUTU SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA
SEKSI PENGEMBANGAN

KURIKULUM DAN
PENGENDALIAN PERIZINAN

SEKSI PENDIDIKAN
NONFORMAL

SEKSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA

SEKSI PEMERATAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JAEIATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Satuan PendidikanUPTD

KEPALA
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2. DINAS KESEHATAN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM
SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

KELOMPOK JABATAN

F'UNGSIONAL

B]DANG SUMBER DAYA
KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PEI.IYAKIT

BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UOBFUPID UOBK
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3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA

SEKRgTARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI,

KEPEGAWAIAN DAN
ORGANISASI

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG BINA MARGA BIDANG SUMBER DAYA AIR BIDANG CIPIA KARYA
BIDANG PENATAAN RUANG,
PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPID
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4, DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM
SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN
PENCANGGARAN

KEIOMPOK JAI}ATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERTANAHANBIDANG KAWASAN PERMUKIMANBIDANG PERUMAHAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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5. DINAS SOSIAL

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JAE}ATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN ADMINISTRASI
DAN UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIALBIDANG REHABILITASI SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL,
KEPAHLAWANAN DAN PENANGANAN

BENCANA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD



-6-6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPAI,A

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

PUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI DAN

UMUM

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

ORGANISASI

BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT
BIDANG PENEGAKAN

PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH

BIDANG PENANGANAN GANGGUAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATPOL PP

DAN SATLINMAS

SEKSI PENCEGAHAN GANGGUAN
KEIENTERAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKSI PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PELANGGARAN
PERDA DAN/ATAU PERKADA

SEKSI PEMBINAAN PENYIDIK
PEGAWAI NEGEzu SIPIL (PPNS)

SEKSI PEMBERDAYAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SEKSI PENINDAKAN GANGGUAN
KE"TENTERAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD



7. DINAS PEMADAMKEBAKARAN

KEPAT,A

SEKRETARIAT

KELOMPO( JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JAI}ATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN ADMINISTRASI,
KEPEGAWAIAN DAN

ORGANISASI

BIDANG INSPE(SI PERAI.ATAN PROTEKSI, INVESTIGASI
KEJADTAN KEBAKARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
KEBAKARAN

SEKSI PENCEGAHAN, PENGENDAUAN, PEMADAMAN,

PEITYEII.MATAN, DAN PENANGANAN BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAT

UPTD
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BIDANG PENYEI-{MATAN DAN PENANGANAN
KEBAKARAN, DAN PERTOLONGAN KORBAN

SEKSI INSPEKSI PERAT,ATAN PROTEKSI KEBAKARAN
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8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PELINDUNGAN

KHUSUS ANAK

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
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KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

BIDANG KESE.JAHTERAAN
KELUARGA

BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK, SISTEM

INFORMASI KELUARGA,
GENDER DAN ANAK

BIDANG KELUARCA
BERENCANA

BIDANG KUALITAS HIDUP
DAN PELINDUNGAN

PEREMPUAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPID
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-9-9, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

BIDANG
VETERINER

BIDANG PERTANIAN
DAN PERIKANAN

BIDANG KETAHANAN
PANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD



-10-10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI DAN

UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG
TATA KELOLA
LINGKUNGAN

BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

BIDANG
PENATAAN PENGENDALIAN

DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALq.

SEKRETARIAT

KELOMPOK JAI}ATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNCSIONAL

SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPECAWAIAN

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

BIDANG PENCELOLAAN
INFORMASI ADMINSTRASI

KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA

BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN

PENDUDUK

KEIOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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12. DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI DAN

UMUM

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

ORGANISASI

BIDANG
PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR
BIDANG

LALU LINTAS
BIDANG ANGKUTAN

SEKSI PENGEMBANGAN
ANGKUTAN

SEKSI MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI TEKNIK KENDARAAN DAN
PERBENGKELAN

SEKSI PUSAT
PENGENDALIAN DAN

PENGEMBANGAN

SEKSI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN ANGKUTAN SEKSI

PENGUJIAN KENDARAAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEI,OMPOK JABATAN

PUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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13. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

BIDANG
TEKNOLOGI DAN

INFORMATIKA

BIDANG
PET{YELENGGARAAN

E-GOVERNMENT

BIDANG
STATISTIK

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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14. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM
SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

BIDANG PERINDUSTRIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN

DAN PENGEMBANGAN
UMKM

BIDANG KOPERASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD



-15-15. DINAS TENAGA KERJA

BIDANG PERENCANAAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSiONAL

tIIIIrII

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

PUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI,

KEPEGAWAIAN DAN
ORGANISASI

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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17. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KEPALA

SEKRETARIAT

KEI.OMPOK JAI}ATAN

FUNGSIONAL
KEI.OMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG OLAHRAGA
PRESTASI DAN OLAHRAGA

REKREASI

BIDANG OLAHRACA
PENDIDIKAN DAN SARANA

PRASARANA

BIDANG
KEPEMUDAAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPID
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- 18-18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEPALA

SEKREIAzuAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

BIDANG PENGELOLAAN DAN
PELESTAzuAN ARSIPBIDANG PERPUSTAKAAN

BIDANG PELINDUNGAN DAN
PEI{YELAMATAN ARSIP

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNOSIONAL

UPTD
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-19-19. DINASPERDAGANGAN

KEPALA

SEKRETARIAT

KEI,OMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
ADMINISTRASI DAN

UMUM
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG SARANA
DISTRIBUSI

PERDAGANCAN

BIDANG
PEI.{YANAN DAN
PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN

BIDANG
PENGEMBANGAN

EKSPOR, DAN
PEMASARAN PRODUK

DAT.AM NEGERI

KEIDMPOK JAI}ATAN

FUNGSIONAL

KEIDMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD
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20. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
SUBBAGIAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

BIDANG DESTINASI DAN
PEMASARAN PARIWISATA

BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA PARMISATA DAN
EKONOMI KREATIF

BIDANG
SENI DAN BUDAYA

BIDANG
PEMBINAAN SB'ARAH

DAN PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD

rl
tl

\:toK
SURAKARTA,\

t

MING RAKA


